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MOTTO

"Berbohong seperti candu. Sekali melakukan akan terus dilakukan. Bohong itu kentut.
Mudah dilakukan tapi susah ditutupi.”

- Jodhi P. Giriarso
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional
maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi
yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik lbrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang
didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari
1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

B. Konsonan

I =Tidak dilambangkan o= =dl




2 =ts ¢ =,,(koma menghadap keatas)
¢ =) ¢ =gh
z=h a=f
& =kh S =q
i=d A=K
o=4dz Jd=1
O=T g =M
=1z o =n
U =S I=W
W =Sy s =h
ua =sh s=Y

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,)

untuk pengganti lambang “¢”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjangmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = & misalnya menjadi géla
Vokal (i) panjang = 7  misalnya U menjadi gila
Vokal (u) panjang = G misalnya ©s>  menjadi dina

Khusus untuk bacaanya™ nisbat, maka tidak boleh digantikan
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dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkanya™ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,
wawudanya® setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan“ay”. Perhatikan

contoh berikut:
Diftong (aw) = s misalnya J & menjadi gawla
Diftong (ay) =  misalnya_= menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (3)

“Ta” marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila “ta” marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 2l Al )l menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
4 ies menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya" Allahkanawamd lam yasya " lam yakun.
4. Billah ,,azzawajalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
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merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Rl keempat, dan Amin
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari
muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan
salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata
tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan
orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara

“Abd al-RahmanWahid,” “AminRais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.
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ABSTRAK

Prayoga, Muhamad Fikri Haykal 18220128, 2022, PERSEKONGKOLAN TENDER
DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2020), Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:
Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Pengadaan Barang Atau Jasa, Hukum Persaingan
Usaha, Hukum Ekonomi Syariah

Persekongkolan tender merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam bentuk
tertulis maupun tidak tertulis dilakukan oleh antar pelaku usaha dengan/ tanpa penyedia
barang dengan cara manipulasi lelang atau tender yang berakibat pada persaingan usaha
tidak sehat. Pada kasus dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2020 Tentang
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Tahap Il Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Bahwa Terlapor | (PT
Cahayahikmah Jayapratama), Terlapor Il (PT Karya Kandangan Nasional), Terlapor Il
dan (PT Diang Ingsun Mandiri) diduga telah melakukan persekongkolan untuk
memenangkan tender yang diadakan oleh Terlapor 1V (Kelompok Kerja ULP Kabupaten
Hulu Sungai Selatan). Namun, Terlapor IV meloloskan berkas yang diajukan oleh
Terlapor I, Terlapor Il dan Terlapor I11 berdasarkan bukti yang berada di Majelis Komisi.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatid yang
menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber hukum yang
diguanakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum
emnggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis kasus yang terjadi dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2020
menggunakan perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terlapor telah melanggar ketentuan dalam
Pasal 22 Undang Undang Nomoe 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat karena para terlapor terbukti bersalah atas perbutan
persekongkolan tender. Sedangkan analisis peneliti menggunakan Hukum Ekonomi
Syariah bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terlapor telah melanggar ketentuan
berlaku karena melakukan hal hal yang dilarang Hukum Ekonomi Syariah yaitu
melakukan transaksi yang melanggar secara prosedural.
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ABSTRACT

Prayoga, Muhamad Fikri Haykal 18220128, 2022, TENDER CONSPIRACY IN
PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS OR SERVICES PERSPECTIVE OF
BUSINESS COMPETITION LAW AND SHARIA ECONOMIC LAW (Study of KPPU
Decision Number 05/KPPU-1/2020), Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty
of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: Dra .
Jundiani, S.H., M.Hum.

Key Words : Tander Conspiracy, Procurement of Goods or Services, Business
Competition Law, Sharia Economic Law

Tender conspiracy is an activity that is prohibited, in written or unwritten form,
between business actors with/without goods suppliers by manipulating auctions or
tenders which results in unfair business competition. In the case of KPPU Decision
Number 05/KPPU-1/2020 concerning the Procurement of Phase Il Swimming Pool
Construction Work in Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency for the 2017
Fiscal Year, that the Reported Party | (PT Cahayahikmah Jayapratama), the Reported
Party Il (PT Karya Kandangan Nasional), the Reported Party Il and (PT Diang Ingsun
Mandiri) were suspected of having conspired to win the tender held by Reported Party
IV (ULP Working Group of Hulu Sungai Selatan Regency). However, the Reported Party
IV passed the files submitted by the Reported Party I, the Reported Il and the Reported
Party 111 based on the evidence that was in the Commission Council.

This research is categorized as a normative juridical research that uses a case
and statutory approach. The legal sources used are primary and secondary legal
materials. Collection of legal materials using document study techniques. This study aims
to identify and analyze cases that occurred in KPPU Decision Number 05/KPPU-1/2020
using the perspective of Business Competition Law and Sharia Economic Law.

The results of this study indicate that based on the Business Competition Law, the
actions committed by the reported parties violated the provisions in Article 22 of Law No.
5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business
Competition because the reported parties were proven guilty of a tender conspiracy.
While the researcher's analysis used Sharia Economic Law that the actions taken by the
reported party had violated the applicable provisions because they did things that were
prohibited by Sharia Economic Law, namely carrying out transactions that violated
procedurally.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha merupakan runtutan proses dimana pelaku usaha
melakukan penawaran kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang
berasaskan kekeluargaan, usaha bersama, dan keuntungan demi
kesejahteraan rakyat. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan
salah satu intstrumen dalam mengakomodir proses ekonomi yang berada di
Indonesia demi menciptakan iklim persaingan yang sehat antar pelaku
usaha. Secara yuridis tujuan persaingan usaha pada Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:!

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk kepentingan

umum
2. Meningkatkan efesiensi ekonomi nasional
3. Mencegah persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha demi
menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.

Keberadaan hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan untuk
lebih mengoptimalkan persaingan usaha yang efektif dan efisien dalam
memenuhi permintaan konsumen. Disamping itu, keberadannnya juga
berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan
kepentingan pelaku usaha dan masyarakat sehingga peran dari undang-
undang tersebut dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di
Indonesia.?.

Persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha bahwa

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan

! Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Diundangkan pada 5 Maret 1999 oleh
Akbar Tandjung Mentri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

2 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukumnya, (Jakarta, kencana, 2012), him 4.



atau menentukan tender sehingga dapat mengakibatkan persangain usaha
tidak sehat Sedangkan persekongkolan tender adalah suatu tindakakan para
pelaku usaha yang menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau
jasa kepada para pembeli yang ingin mendapatkan barang atau jasa pada
suatu pengadaan. Persaingan antar pelaku usaha dianggap kompetitif
apabila tidak memmpengaruhi pengadaan publik.® Persekongkolan tender
dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta
bertentangan dengan tujuan pengadaan tender yaitu menawarkan
kesempatan kepada pelaku usaha untuk bersaing harga dan kualitas barang/
jasa. 4

Kemudian, Pemerintah turut andil dalam rangka menunjang
pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat Indonesia dengan
memberikan layanan publik untuk mengola keuangan negara yang berasal
dari APBN/APBD. Upaya tersebut direalisasikan dengan membelanjakan
barang/jasa yang terjangkau, berkulaitas dan dapat dipertanggung jawabkan
oleh pemerintah. Sehubung dengan hal ini pemeritah mengeluarkan aturan
terkait pengadaan barang atau jasa pada pemerintahan yang termaktub
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang atau Jasa Dengan adanya aturan tersebut para pelaku usaha dapat
melaksanakan pengadaan barang/jasa sesyai dengan pedoman yang berlaku
secara sederhana, jelas dan komprehensif.®

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 05/KPPU-
1/2020 terkait dugaan persekongkolan tender yang melanggar pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha. Adapun duduk perkara dari kasus tersebut pada
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kota Kalimantan

3 Tim Pe
210.

nulis KPPU, Hukum Pesangaingan Usaha Edisi Kedua (Jakarta : Tim KPPU, 2017) him.

4 Surya Bakti, dkk. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan
Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia , Pagaruyuang Law Jurnal, Vol.3 No. 2,
2020, him.3

5> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2012)

him 284.



Selatan bahwa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan (Terlapor 1VV) memberikan kesempatan bagi perusahaan
yang bergerak di bidang jasa untuk menyediakan pekerja pada
pembangunan kolam renang.

Calon peserta tender mendapatkan informasi terkait mekanisme
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il di
Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan tata
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber dana APBD Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Pada tanggal 4 Januari 2017
Terlapor 1V hingga batas yang tidak ditentukan terdapat 17 perusahaan yang
mendaftar dan mengunduh dokumen melalui e-procument pada website

http://Ipse.hulusugaiselatankab.go.id/eproc4.

Pada tanggal 12 Januari 2017 pendaftaran telah ditutup terdapat 3
perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT Cahayahikmah
Jayapratama (Terlapor 1) dan PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II)
dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor IlI). Penetapan persekongkolan
tender berdasarkan bukti atau temuan lain dalam persidangan telah
melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu :
1. Kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham
Terlapor I, Terlapor 11, dan Terlapor 11

2. Kesamaaan kesalahan redaksional di dalam Surat Penawaran
Terlapor | dan Terlapor 11

3. Kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor | dan Terlapor
i

4. Kesamaan isi neraca perusahaan pada bagian Aktiva Tetap miik
Terlapor | dan Terlapor 11

5. Kesamaan IP Adress antara Terlapor I, Terlapor 1l dan Terlapor
i

6. Terlapor Il dan Terlapor Il merupakan perusahaan yang sudah

tidak aktif ketika mengikuti Tender ini


http://lpse.hulusugaiselatankab.go.id/eproc4

7. Pengakuan Terlapor I, Terlapor Il dan Terlapor Il bersekongkol

dalam Tender ini
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat
permasalahan tersebut sebagai bahan dari penelitian penulis yang berjudul
Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa
Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum

Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah
Melalui paparan uraian diatas, penelitian ini mempunyai dua
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses persekongkolan tender dalam Putusan Nomor
5/KPPU-1/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan
Gedung Kolam Renang Tahap 1l Kecamatan Kandangan Kebupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Perspektif Hukum
Persaingan Usaha?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan
Nomor  05/KPPU-1/2020 Tentang Pengadaan  Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan

Kandangan Kebupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017?

C. Tujuan Peneliatian
Dalam Penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses persekongkolan tender
dalam Putusan Nomor 5/KPPU-1/2020 Tentang Pengadaan
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap I
Kecamatan Kandangan Kebupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2017 Perspektif Hukum Persaingan Usaha

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah dalam Putusan Nomor 05/KPPU-1/2020 Tentang
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap
Il Kecamatan Kandangan Kebupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2017



D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian yang berjudul “Persekongkolan Tender Dalam
Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan
Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah” memiliki manfaat bagi semua pihak,
diantaranya:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih
terhadap ilmu pengetahuan di lingkungan Mahasiswa/i Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang khususnya penegakkan hukum persaingan usaha yang
berada di Indonesia dalam perkara persekongkolan tender.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan busa menambah
khazanah keilmuan secara teoritis bagi kalangan akademisi.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan
sumber pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan terkait

hukum yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian.

E. Definisi Konseptual
Dalam sub bab ini menegaskan maksud yang berada dalam judul
untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian judul skripsi
sehingga penulis menjelaskan beberapa kata kunci yang perlu diketahui,
sebagai berikut:
1. Persekongkolan Tender
Persekongkolan tender adalah suatu kegiatan antar pelaku
usaha yang bersaing secara tertutup (bersekongkol) untuk
menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa
untuk para pembeli yang ingin mendapatkan keuntungan/laba
dalam proses pengadaan.®

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6 Tim KPPU, Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, (Jakarta: KPPU, 2017) him 209.



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat
daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.’

Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha merupakan kumpulan aturan
hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan secara
langsung dengan persaingan usaha, baik berupa hal-hal yang
diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang oleh para pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan usaha,®
Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan hukum
yang berkaitan dengan penerapan dan praktik ekonomi untuk
memenuhi  kebutuhan manusia yang bersifat komersial

berdasarkan hukum islam.®

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan suatu metodologi yang relevan terkait

problematika yang diteliti. Selain itu, disipilin keilmuan serta seni meneliti

yang diberikan oleh peneliti yang bersangkutan dapat memberikan

pengaruh pada penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini
merupakan penelitian yuridis normatif (legal reaserch) yang
tergolong studi kepustakaan (library reaserch), yaitu suatu
penelitian yang berfokus pada bahan hukum yang berasal dari

peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin

7 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8 Hermansyah, , Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada,

2008), him 2.

9 Andri Soemitra, hukum ekonomi Syariah dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis
Kontemporer ( Jakarta: Kencana, 2019), him 2.



dari para para hukum.® Selain penelitian ini juga penelitian

pustaka karena fokus penelitian terletak pada pengumpulan

dokumen, dan data kepustakaan.*

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini untuk memproleh suatu

pengetahuan maka, perlu adanya beberapa pendekatan terhadap

masalah yang sedang diteliti untuk menemukan suatu jawaban

atas rumusan masalah, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (statue aooriach)

C.

Pendekatan =~ perundang-undangan  merupakan
pendekatan yang berkenaan dengan mengkaji peraturan
perundang undangan dan regulasi terkait dengan
rumusan masalah. ' Peneliti menelaah suatu produk
hukum yaitu Putusan Nomor 05/KPPU-1/2020 Terkait
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap
Il dan Hukum Persaingan Usaha untuk menjawab isu
hukum yang dibahas dalam penelitian yang berkaitan
dengan persekongkolan tender.

Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan
sekaligus memahami fakta-takta hukum yang dibanguan
melalui argumentasi di lapangan sehingga majelis hakim
dapat mempertimbangkan Putusan Nomor 05/KPPU-
1/2020.13

Pendekatan konseptual (conseptual approach)

10 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press 2018) him57

11 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) him 17.

12 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Surabaya: Kencana 2010) him 96.

13 Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Skripsi (Malang: UIN Press

,2019), him 19



Melalui pendekatan konspetual, peneliti dapat
menganalisis konsep dengan menggunakan pemahaman
terhadpa pertimbanagan hakim yang berkenaan untuk
membangun serta menyusun argumentasi hukum. 4

3. Sumber Bahan Hukum
Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekuder. Data
primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat sehingga dalam penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari dokumen merlalui buku, jurnal
maupun hasil penelitian lainnya. Sehubung dengan penulisan
skripsi ini berdasarkan nomratif yuridis dengan menekankan
jenis data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam
penelitian.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini bahan
hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan yaitu:
1. Putusan Komisi Pengawas Persangan Usaha
Nomor 5/KPPU-1/2020

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22

14 Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta:
Kencana 2016), him 139.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), him 10.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

5. Peraturan Komisi Perngawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adal

buku-buku, artikel, koran maupun majalah yang
diperoleh dari media cetak dan elektronik yang memiliki
keterkaitan dengan skirpsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk
pada pemaknaan suatu kata atas keberadaan bahan
hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum,
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lainnya.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti baik primer,
sekunder maupun tersier diuraikan serta dikolerasikan sehingga
dapat ditampilkan secara sistematis untuk menajawab rumusan
masalah dalam penelitian ini. Tahapan dalam pengolahan bahan
hukum pada penelitian ini yaitu tahap pemeriksaan data,
mengklasifikasikan ~ permasalahan, = memverifikasi  dan
menganalisis data, serta membuat kesimpulan dengan
pendeketan yang digunakan.

Dalam penelitian hukum normatif yang menelaah data
sekunder menyajikan data yang telah diperoleh sekaligus
analisisnya. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu
pendekatan kualitatif yang berfokus pada substansi dari data
yang telah diperoleh secara komprehensif.’® Dengan adanya

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum ( Jakarta: Ul-Press, 2001), him 32.



metode analisis ini penulis dapat mengangkat problematika
terdahulu dengan mengumpulkan teori hukum yang relevan
dengan penelitian untuk diamati dan dianilisis secara saksama
pada objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah.
Berikut adalah analisis bahan hukum pada penelitian yuridis
normatif:1’

a. Merumusukan asas hukum

b. Merumuskan pengertian hukum

c. Membentuk standar hukum

d. Merumuskan kaidah hukum

G. Peneliatian Terdahulu

Peneliti telah menelaah karya ilmiah berupa buku, jurnal maupun
internet dan beberapa penelitian sehingga perlu adanya skripsi yang
mempunyai kesamaan pada substansinya, namun terdapat perbedaan pada
fokus kajian dan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, Alivia Royani ”Analisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-
L/2013 Terhadap Hukum Persekongkolan Tender Perspektif Ibnu Taimiyah
(Studi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan)” , Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan, yaitu penelitian
pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang
menganalisis Putusan Nomor 08/KPPU-L/2013 menggunakan perspektif
Ibnu Taimiyyah di Kantor KPPU Perwakilan Medan. Hasil dari penelitian
ini ialah para pihak terkait melakukan kickback, suap, tidak ada transparasi,
pematokan harga tertinggi, nepotisme, tidak mempunyai administrasi
lengkap dalam proses tender. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang
tergolong penelitian normatif dalam menganalisis Putusan Nomor
05/KPPU-1/2020 menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha dan
Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitin ini dengan penelitian Alivia

Rohmani ialah pembahasan terkait persekongkonglan tender.

17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Press,
2018) him 2.
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Kedua,Valentina Simandalahi “Tinjauan Yuridis Terhadap
Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
Rujuka Regional Lansa Provinsi Aceh Dalam Hukum Persaingan Usaha
(Studi Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020)” Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan.

Penelitian ini tergolong penelitian normatif atau penelitian hukum
kepustakaan yang menganalisis putusan Nomor 04/KPPU-L/2020 Tentang
Persekongkolan Tender Pada Paket Pekerjaan Pembanguan Rumah Sakit
Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh menggunakan tinjauan Hukum
Persaingan Usaha. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian dengan
menganalisis Putusan 05/KPPU-1/2020 menggunakan tinjauan Hukum
Persaingan Usaha dan Sadd al-Dzariah

Ketiga, Akmal Mutiara “Persekongkolan Dalam Tender Preservasi
Rekontruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor
05/KPPU-L/2018) ” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Jakarta

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang
menganalisis Putusan Nomor 05/KPPU-L/2018 Tentang Persekongkolan
Tender dalam Paket Preservasi Rekontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan. Hasil penelitian ini adalah Terlapor I tidak dinyatakan bersalah
oleh Majelis Komisi karena kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor | bukan
kesalahannya dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan
persekongkolan tender. Adapun Terlapor Il dan Terlapor Il dinyatakan
bersalah berdasarkan alat bukti yang ditemukan berupa kesamaan alamat IP,
kesamaan dokumen teknis, kesamaan kesalahan dalam penulisan dikumen
teknis, surat keterangan dukungan bank yang diurus oleh orang yang sama
berdasarkan pengakuan pihak terkait. Dan Pihak terkait telah melanggar
unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Sedangkan Peneliti melakukan penelitian denfan menganalisis putusan
Nomor 5/KPPU-1/2020 menggunakan tinjauan Hukum Persaingan Usaha
dan Hukum Ekonomi Syariah.
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No | Nama Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan
Peneliti
1. | Alivia Analisis Putusan | Membahas Jenis
Royani KPPU  Nomor | studi putusan | penelitian
(Universitas | 08/KPPU- terkait normatif
Islam Negeri | L/2013 Persekongkol | melalui studi
Sumatera Terhadap an Tender | kepustakann
Utara, 2019) | Persekongkolan | yang berada | (library
Tender di bawah | research)
Perspektif lbnu | pengawasan | pada Putusan
Taimiyah (Studi | KPPU Nomor
KPPU  Kantor 05/KPPU-
Perwakilan 112020
Daerah Medan ) menggunaka
n tinjauan
Hukum
Persaingan
Usaha  dan
Hukum
Ekonomi
Syariah
2. | Valentina Tinjauan Yuridis | Penelitian Membahas
Simandalah | Terhadap yang Putusan
(Universitas | Persekongkolan | tergolong KPPU
Sumatera Tender  Paket | penelitian Nomor
Utara Pekerjaan normatif dan | 05/KPPU-
Medan, Pembangunan membahas 112020
2020) Rumah Sakit | Putusan menggunaka
Rujukan KPPU terkait | n perspektif
Regional Langsa | persekongkol | Hukum
Provinsi  Aceh | an tender | Persaingan
Dalam Hukum | dalam Usaha dan
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Persaingan Hukum Hukum

Usaha  (Studi | Persaingan Ekonomi
Putusan Usaha Syariah
No.4/KPPU-

L/2020)

3. | Akmal Persekongkolan | Membahas Membahas
Mutiara Dalam  Tender | persekongkol | putusan
(Universitas | Preservasi an tender | KPPU Nomor
Islam Negeri | Rekontruksi serta tata cara | 05/KPPU-
Jakarta, Jalan Dan | majelis hakim | 1/2020
2020) Pemeliharaan untuk menggunaka

Rutin (Studi | menetapkan | n  perspektif
Putusan KPPU | kasus putusan | Hukum

Nomor Persaingan

05/KPPU- Usaha  dan

L/2018) Hukum
Ekonomi
Syariah

H. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca dalam membaca penilitian ini, maka
perlu adanya susunan yang sistematid dalam penelitian yang terdiri dari :
BAB | Pendahuluan
Dalam Bab ini, Peneliti menguraikan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definisi operasional, penelitian terdahulu
BAB Il Tinjauan pustaka dan kerangka teori yang relevan dengan
penelitian
Dalam Bab ini, Peneliti menguraikan hal-hal terikait
persekongkolan tender, pengadaan barang dan jasa, hukum
persaingan usaha, penegakkan hukum persaingan usaha oleh

KPPU, dan hukum ekonomi syariah.
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BAB I1l Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam Bab ini, Peneliti melakukan analisis terhadap putusan
Nomor 5/KPPU-1/2020 yang terdiri dari duduk perkara,
pertimbangan majelis komisi, tindakalan persekongkolan
tender dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung
Kolam Renang Tahap Il Kecamatan Kandangan Kebupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017, analisis hukum
yang berkitan dengan pembuktian secara formil dan
pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dalam putusan 5/KPPU-1/2020. Dan melakukan
analisis putusan 5/KPPU-1/2020 menggunakan perspektif
hukum ekonomi syariah.

BAB IV Penutupan
Pada bab ini, Penulis akan memaparkan secara ringkas

terkait kesempulan dan saran dalam Penulisan skripsi ini.
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BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Persekongkolan Tender
1. Definisi Persekongkolan Tender

Persekongkolan atau konspirasi sebagaimana yang dipaparkan oleh
Galuh Puspaningrum yang dikutip dari Black Law’s Dictionary :*®

An agreement by two or more person’s to commit an unlawfull act,
copled with an intent to achieve the agreement’s objective, and (often)
action or conduct that furhers the agreement: a combination for an
lawful purpose. Conspiracy always involves two or more people,
because a person cannot conspire with himself. It is a separate offens
for the crime that is the object of the conspiracy, and the conspiracy
ends when either the unlawful act has been committed or when the
agreement has been abandoned. It’s does not automatically end if the
object of the conspiracy is detected.

Makna persekongkolan sering disamakan dengan kolusi, namun
dalam istilah politik disebut sebagai konspirasi. Dengan ini, keberadaan
persokonglan atau kolusi dikarenakan adanya konspirasi atau kerja sama

yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha.*®

18 Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang dalam
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja, 2013), him. 114-115.

19 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis ( Bandung: PT Rafika Aditama,
2017), him. 135.
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Adapun definisi tender atau pengadaan barang atau jasa

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah menyatakan

bahwa suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang berasal dari

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah) secara swakelola maupun penyedia barang

atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut maka ruang lingkup dari

penawaran tender, yaitu:

a.
b.
C.
d.

Adanya borongan atas pengerjaan suatu kegiatan tertentu
Terdapat pengadaan barang atau jasa.
Terdapat pembelian barang atau jasa.

Terdapat penjualan barang atau jasa.

Dalam rangka menciptakan efesiensi dan efektivitas pada

pengadaan barang atau jasa terdapat amandemen Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sebanyak lima

kali, diantaranya :

a.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak

sehat adalah persekongkolan tender. Persekongkolan tender yang

dimaksud ialah suatu bentuk kerjasama dagang antar pelaku usaha yang

bersekongkol bertujuan untuk mengusai pasar yang dapat
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mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ° . Persekongkolan
merupakan perilaku yang merugikan pelaku usaha dengan pesaingnya
dengan cara membatasi atau menghalangi persaingan usaha sehingga
dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.?* Kesepakatan antar
pelaku usha dalam kegiatan usaha sangat bertentangan dengan proses
lelang sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, karena
penawaran dan permintaan diajukan untuk menciptakan keadilan dan
menjamin adanya harga murah dan paling efisien.??

Persekongkolan tender adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan
menentukan pemenang tender dan/atau untuk mendapatkan informasi
pesaing usahanya yang dikategorikan sebagai rahasia dan/atau
menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pesaing
usahanya dengan maksud barang dan/jasa yang ditawarkan di pasar
menjadi berkurang berupa jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu yang
telah ditentukan.? Selain itu, persekongkolan tender yang dimaksud
dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
merupakan kegiatan yang dilarang melalui perjanjian tertulis maupun
tidak tertulis yang meliputi usaha produksi, distribusi, asosiasi dagang,
penetapan harga, dan manupulasi lelang atau manipulasi dalam tender.?*

Adapun indikasi yang biasa terjadi dalam persekongkolan tender,
yaitu:?®

a. Terdapat dua atau lebih perkiraan sendiri atau harga dasar

barang/ jasa yang ditawarkan dalam tender

20 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong era Persaingan Sehat (Bandung: PT Citra
Aditya Abadi, 2003), him 82.

21 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2004), him. 79.
22 R, Syam Khemani dkk, A F Ramework for Design and Implemntation of Competition Law and
Policy (Washington DC and Paris: The World Bank and Organization for Economic Cooperation
and Development, 1999), him 23

2 Abdul R. Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (Jakarta :
Kencana, 2007), him 236.

24 pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang laranagn Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaa Tidak Sehat

25 Ahmad Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Jakarta: Deustche
Gesseschaft Fur Technishe Zussammenarbeit, 2009), him 148.
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b. Terdapat harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang
ditawarkan kepada pelaku usaha.

c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang ditwarkan tanpa
pertimbangan yang kurang rasional.

d. Dokumen yang diajukan dalam satu amplop bersama-sama
dengan penawaran pelaku usaha lainnya.

e. Terdapat penyesuaian harga pada saat akhir sebelum
memasukkan penaran dalam tender

f.  Jumlah pelaku usaha yang mengikuti tender tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

g. Para pelaku usaha yang mengikuti tender telah memasukkan
penawaran yang hampir sama.

h. Terdapat dokumen penawaran yang hampir sama ketika telah
diajukan dalam tender

i. Pelaku usaha yang mengikuti tender telah memnangkan tender
berulang kali di wilayah tertentu.

J.  Terdapat selisish harga yang cukup besar bagi pelaku usaha yang
telah melakukan penwaran dengan harga penawaran yang
lainnya secara tidak wajar.

2. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender

Pelaksanaan ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha tidak terlepas dari peran Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), Komisi ini dibentuk oleh pemerintah dalam
mengawasi persaingan usaha yang adil, jujur dan terbebas dari unusur
monopoli Berdasarkan peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 diatur
pula jenis-jenis perskongkolan tender, sebagai berikut :

a. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan horizontal ialah persekongkolan yang
dilakukan oleh sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa sehingga dapat dikategorikan sebagai perkongkolan semu

18



dalam  tender. Berikut merupakan gambaran  dari
persekongkolan horizontal
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Panitia Pengadaan/Panitian
Lelang/Pengguna Barang Atau Jasa

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku E
usaha/pen usaha/pen usaha/pen ,| usaha/pen ﬁ
yedia yedia yedia yedia S
barang barang barang barang ‘i,—f
dan jasa dan jasa dan jasa dan jasa )
dilakukan oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
peneyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan barang dan
jasa atau panitia lelang atau penggunan barang dan jasa. Berikut
merupakan gambaran dari persekongkolan vertikal :
Panitia Pengadaan/Panitian
Lelang/Pengguna Barang Atau Jasa
@
&
D
S
«Q
Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku 3
usaha/pen usaha/pen usaha/pen usaha/pen =
yedia yedia yedia yedia
barang barang barang barang
dan jasa dan jasa dan jasa dan jasa

Persekongkolan campuran antara horizontal dan vertical

Persekongkolan ini

merupakan

gabungan  dari

persekongkolan horizontal dan vertikal yang terjadi dalam

tender ketika panitia pengadaan/ panitian lelang atau pengguna

barang dan jasa bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha

atau penyedia barang dan jasa.
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Panitia Pengadaan/Panitian
Lelang/Pengguna Barang Atau Jasa

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
usaha/pe usaha/pe usaha/pe usaha/pe
nyedia A nyedia nyedia » nyedia
barang barang barang barang
dan jasa dan jasa dan jasa dan jasa

uejoybuoxesiad

3. Fungsi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah) dalam tender

LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementrian bertanggung
jawab kepada presiden yang berada di bawah kekuasaan Menteri Negara
Perencaanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berperan
sebagai pengembang dan perumus dalam menetapkan kebijakan dalam
Pengadaan barang atau jasa. 2° Hal ini mengindikasikan bahwa LKPP
bukan sebuah institusi yang independen bahkan, presiden mampu
memilih serta memberhentikan ketua LKPP.

Fungsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
, yaitu :

a. Penulisan, perumusan strategi dan penentuan kebijakan dalam

standar prosedur pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

b. Penulisan, perumusan startegi dan penetuan kebijakan dalam

pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan

barang/jasa pemerintah

26 | Putu Jati Arsana, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Yogyakarta:
Depublish, 2009), him 5.
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c. Melakukan pemantauan serta evaluasi dalam setiap
pelaksannnanya
d. Melakukan pembinaan, pengembangan sistem informasi dan
pengawasan penyelengaraan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik
e. Melakukan bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum
f. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan dukungan
administrasi kepada setiap unit organisasi di organisasi serta
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
4. Pengaturan Tender di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Pasal 1 Angka 21 Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa merupakan layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang
dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari good governance
yang mempunyai tujuan sebagai berikut :%’
a. Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas
b. Meningkatkan akses pasar dan persingan usaha yang sehat
c. Meningkatkan efesiensi proses pengadaan
Layanan ini memiliki fungsi dalam rangka pengadaan barang/jasa
yang ditur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018
sebagai berikut :
a. Melakukan pengelolaan pada seluruh sistem informasi pada
pengadaan barang/jasa serta infralstruktur.
b. Membuat data dan verifikasi seluruh sistem informasi yang
digunakan bagi pengguna pengadaan barang/jasa
c. Melakukan pengembangan pada seluruh sistem informasi yang

dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa.

27 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kompetisi, Buku Informasi 4 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar (Jakarta:
TIM LPSE, 2019), him 15-16
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Berdasarkan tujuan dan fungsi yang telah dipaparkan, maka kriteria
dalam penyusunan teknis operasional pada pengadaan barang/jasa
meliputi standar pelayanan, kapasiatas, dan keamanan infomasi serta

pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa secara elektronik.

B. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam istilah Bahasa Inggrsi disebut
sebagai procurement. Sedangkan, pengadaan barang/jasa menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tawaran dalam
mengajukan harga atau pemborongan pekerjaan pada penyediaan
barang/jasa.?® Pengadaan barang/jasa adalah segala runtutan proses dari
awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang
sampai pada tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam
pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.?® Hal ini juga seperti yang telah
dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang
menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu
kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa oleh
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
melalui suatu proses perencanaan kebutuhan sampai selesai seluruh
kegiatan.

Keberadaan dari pengadaan barang dan jasa bermula dari suatu
perjanjian jual beli komoditas di pasar secara tunai. Kemudian, diadakan
sebuah pembuatan dokumen pertanggungjawaban antar kedua belah
pihak vyaitu penjual dan pembeli melalui proses pengadaan dan
pelelangan. Setelah itu, pihak pengguna barang/jasa menyetorkan
karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan kepada pihak penyedia
barang/jasa. Dengan ini permintaan dan penwaran berjalan segaimana

mestinya mengikuti aturan yang berlaku sehingga antar pengguna dan

28 Departemen Pendidikan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), him

579.

29 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him 7.
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penyedia barang/jasa dapat melakukan transaksi sesuai dengan
barang/jasa yang dibutuhkan. Hal ini yang menjadi cikal bakal dari
adanya pengadaan barang/jasa melalui pelelangan.*® Pemerintah juga
turut andil dengan menetapkan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa
pada Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 9 Tahun 2018 tetang Pedoman Pelakasanaan Pengadaan
Barang/jasa Melalui Penyedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.
Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa akan melewati beberapa proses yang
mengacu pada tujuh prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa,
yaitu:3!
a. Efesiensi
Tolak ukur dari prinsip diatas adalah seberapa besar atas
upaya yang telah dilakukan guna mendapatkan barang/jasa
sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Hal itu
meliputi dana, upaya, dan hubungan untuk mendapatkan
barang/jasa yang timbul akibat perjanjian yang dilakukan antar
pelaku usaha sehingga dalam pelaksanaannya mampu
menghasilkan keuntungan tanpa menimbulkan suatu keadaan
yang lebih buruk menimpa salah satu pihak.*?
b. Efektif
Barometer dari prinsip ini adalah seberapa jauh
pertimbangan pelaku usaha mendapatkan barang/jasa selama
proses pengadaan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

30 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permaslahannya,
(Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2012), him 2.
31 purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Jakarta: Prenamedia Group, 2014),

him 329.

32 Ade Maman Suherman, Pengadaan Barang/Jasa Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan
Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), him 55.
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. Transparan

Maksud dari prinsip ini adalah segala rangkaian proses
pengadaan barang/jasa telah terlaksana dan diketahui secara luas
yang mencakup beberapa hal seperti : dasar hukum, ketentuan-
ketentuan, mekanisme tata cara, spesifikasi barang maupun jasa
dan dapat diketahui secara luas sehingga masyarakat bisa

mengakses dengan mudah.

. Terbuka

Maksud dari prinsip ini adalah pengadaan barang dan jasa
dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa yang telah
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia
pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa
sebagai penyelenggara telah menyiapkan ketentuan dan syarat
yang dijadikan prosedur lelang/ seleksi bagi pihak yang ingin
mengikuti.

Bersaing

Maksud dari prinsip ini adalah penyelengaraan pengadaan
barang dan jasa dapat menciptakan persaingan yang sehat antar
pihak yang mengikutinya. Selain itu, tidak ada intervensi dari
pihak lain yang dapat merusak proses pengadaan barang dan jasa
sehingga dapat menghambat penyedia barang/ jasa untuk
mengikuti lelang.

Adil/ Tidak Diskriminatif

Maksud dari prinsip ini adalah setiap penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa semua calon penyedia barang/ jasa
diperlakukan setara dengan yang lainnya sehingga dapat
dipastikan tidak menimbulkan keuntungan salah satu pihak.

. Akuntabel

Maksud dari prinsip ini adalah proses pengadaan barang/
jasa harus sesuai dengan ketentuan dan aturan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
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Setelah prinsip ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa secara
maksimal kepada penyedia barang/jasa diperlukan adanya sebuah upaya
demi menciptakan persaingan yang sehat yaitu penerapan etika antara

pengelola dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. Hukum Persaingan Usaha
1. Definisi Hukum Persaingan Usaha

Istilah dalam yang digunakan hukum persaingan usaha yaitu:
competition law, hukum antimonopoly (antimonopoly law), dan hukum
antitrust (antitrust law). Pemerintah mengunakan istilah hukum
persaingan usaha yang telah dicetuskan secara jelas dan komprehensif
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan. 3

Persaingan (competition) diambil dari bahasa Inggris yaitu rivaly
beetwen two or more business striving for the sam customer or market
(persaingan antar dua pelaku usaha atau lebih yang berupaya untuk
saling mengungguli). Definisi persaingan yang telah dijelaskan ini
mempunyai maksud pada persaingan dalam bidang ekonomi.®* Oleh
karena itu, terdapat dua unsur yang berada dalam persaingan usaha
adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam persaingan dan
kehendak para pihak yang memiliki tujuan yang sama. Meskipun dalam
kehidupan manusia persaingan ekonomi merupakan persaingan yang
paling unggul dalam dari sekian persaingan antar manusia. %

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
menyatakan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Menurut Arie

Siswanto menyatakan bahwa Hukum Persaingan Usaha adalah aturan

33 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Di Indonesia ( Jakarta :Gramedia, 2004), him 10.

34 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis ( Bandung: PT Rafika Aditama,
2017), him 105.

35 Aris Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him 13.
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hukum yang mengatur tentang bagaimana terjadinya hukum
persaingan. ¥ Adapun pendapat yang diutarakan oleh Hermansyah
bahwa Hukum Persaingan Usaha merupakan kumpulan aturan hukum
yang mengatur segala aspek yang berkaitan secara langsung dengan
persaingan usaha, baik berupa hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-
hal yang dilarang oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usaha.®’

Dengan demikian, terdapat tiga hal penting pokok yang salinhg
berkesinambungan dalam hukum persaingan usaha yaitu: pertama,
pencegahan atau peniadaan monopoli. Kedua, menjamin terjadinya
persaingan yang sehat. Dan, ketiga melarang persaingan yang tidak
jujur.3®
Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Rezim Soerharto mengalami perubahan secara signifikan dalam
bidang pembangunan yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan kebijakan
ekonomi lainnya. Hal ini justru menimbulkan pertentangan atau
persoalan yang amat pelik sehingga pemerintah belum mampu
menyamaratakan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi. Para pelaku usaha swasta mulai berkembang
pada periode tersebut seiring dengan kebijakan yang kurang tepat.
Bahkan, menimbulkan distorsi pada pengimplementasiaanya. Selain itu,
perkembangan usaha swasta yang membuat situasi persaingan usaha
tidak sehat semakin tidak kondusif meskipun, kebijakan ekonomi
mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan
bahwa sistem pereknomian Indonesia dibangun atas dasar falasah
ekonomi demokrasi dan asas kekeluargaan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Hal ini mengakibatkan pada struktrur persaingan

yang monopolistik sehingga bermunculan konglomerasi para pengusaha

36 Aris Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him 4.
37 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada,

2008), him 2.

38 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Putra A Bardin, 1999), him 1.
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dari elit kekuasaan yang berlebihan berdampak pada kesenjangan
sosial.*® Pada tanggal 5 Maret 1999 pemerintah mengeluarkan hukum
persiangan usaha secara kopmrehensif sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemunculan undang
undang ini tidak terlepas dari peranan IMF (the International Monetary
Fund) ketika Indonesia sedang melanda krisis moneter saat rezim orde
baru demi menciptakan persiangan usaha yang sehat.

Hukum persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat secara komprehensif. Namun pada kenyataannya,
ketentuan tersebut bukan satu-satunya instrumen hukum yang mengatur,
bahkan terdapat pasal-pasal lain yang mengatur peraingan usaha
sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikeluarkan oleh
pemerintah, yaitu :4°

a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan yang mengatur
persaingan usaha pada Pasal 382 bis KUHP yang
mengindikasikan bahwa persaingan usaha yang didalamnya
terdapat unsur penipuan untuk mementingakan serta
menguntungkan pelaku usaha tertentu dalam kegiatan usahanya,

b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengindikasikan bahwa
terdapat suatu perbuatan yang diderita oleh pelaku usaha akibat
dari persaingan usaha yang tidak jujur dan menimbulka kerugian
bagi pelaku usaha lainnya.

c. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Pokok-Pokok Agraria
Dalam pasal tersebut menjelaskan perihal tentang kontribusi

pemerintah dalam mencegah pelaku usaha atau organisasi yang

3% Rahayu Hartini, Hukum Komersial (Malang : UMM Press, 2010), him 149.
40 Aris Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him 72-73.
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melakukan atau mendirikan usaha yang bersifat monopolistik.
Sedangkan dalam Pasal 3 bahwa pemerintah melarang pelaku
usaha swasta untuk melakukan monopoli usaha.

d. Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang
Perindutrian.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban
untuk membentuk, mengatur dan mengembangkan industri serta
turut andil menciptakan persaingan usaha yang sehat dan
mencegah persaingan usaha yang bersifat curang atau tidak
jujur. Dengan ini, pemerintah mampu tegas dalam mencegah
investasi yang dapat menimbulkan kecurangan antar pelaku
usaha serta mampu mencegah pemusatan atau pengawasan
industri pelaku usaha tertentu.

e. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah melarang
perusahaan yang melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi
yang bersifat monopolistehingga berakibat pada persaingan
usaha tidak sehat.

f. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha
Kecil.

Pasal tersebut menjelaskan pemerintah berkewajiban untuk
menjaga iklim persaingan usaha agar terhindar dari
pembentukan struktur pasar yang berbasis monopoli, oligopoli,
dan monopsoni yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

3. Pendekatan Per se Illegal dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan
Usaha
Pelanggaran kegiatan usaha atau perjanjian yang dilaksanakan oleh

pelaku usaha dapat dilihat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu
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Pendekatan Per se llegal dan Rule Of Reason dalam merumusakan

permasalahan terkait persaingan usaha.**
a. Pendekatan Per Se Illegal

Pendekatan per se dirujuk dari bahasa inggris yaitu by my

itself, initmyself, taken alone, by means of itself, inherenly, in

solution, unconnected with other matter, simply as such, in it’s

own nature without reference to it’s relation.*? Pendekatan per

se illegal merupakan suatu pendekatan yang dapat dilihat secara

jelas dan tegas telah mengahambat kegiatan pelaku usaha

lainnya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan ini sangat mirip dengan delik formal dalam hukum

pidana. Delik formal yang dimaksud dalam hukum pidana yaitu

suatu tindak pidana yang memenuhi Kkriteria sebagaimana

termaktub dalam undang-undang tanpa melihat tindakan yang

dilakukan Berikut adalah ilustrasi dari pendeketan Per se

lllegal:*®

Tindakan Terbukti

\ 4

llegal

\ 4

b. Pendekatan Rule Of Reason

Pendekatan Rule of Reason merupakan suatu pendekatan
yang digunakan dalam menetukan perbuatan yang dapat
menyebabkan  persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi,
tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dilihat
secara jelas bahwa telah melanggar peraturan karena perlu
adnaya analisis terhadap akibat dari tindakan tersebut dengan
mempertimbangkan segala faktor terjadinya kegiatan usaha
seperti latar belakang tindangak, alasan dari pelaku usaha

melakukan tindakan, dan posisi pelaku dalam tindakan. Dengan

41 Fitrah Akbar Citrawan, Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule Of Reason dalam
Penanganan Pratek Kartel) (Yogyakrta: Suluh Media,2017), him 27.

42 Mustafa Kamar Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2011), him 72.

43 Aris Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him 66.
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demiakan, dapat ditetapkan bahwa tindakan yang dilakuakan
pelaku usaha legal atau tidak..** Berikut ilustrasi dari pendekatan

Rule Of Reason:

Tindakan > Terbukti »| Faktor- » Unreasonable (»{ llegal
Faktor
Lain 1, Reasonable [ Legal

4. KPPU sebagai Penegak Hukum dalam Persaingan Usaha

Dalam rangka menegakkan hukum antimonopili dan persaingan
usaha pemerintah mengamanatkan tugas dan wewenangnya kepada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang secara tegas diatur
dalam Pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Nompr 5 Tahun 19909.
Komisi ini berdiri atas dasar Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun
1999. Adapun tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur
dalam Pasal 35, sedangkan wewenangnya diatur dalam pasal 36
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.%°

Definisi KPPU sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa komisi yang
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menajalankan kegiatan
usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga
independen yang terbebas dari intervensi pemerintah dan pihak lain,
yang bertugas dalam rangka menggakkan persaingan usaha yang sehat
dan mengenakan sanksi administratif maupun pidana yang berada di

bawah wewenang pengadilan. Dengan ini KPPU diposisikan sebagai

44 Aris Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him 67.
4> Erie Haryanto, Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), him
120.
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lembaga negara penunjang dalam struktur Kketatanegaraan yang
tergolong sebagai organ kontitusional .

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan dalam
meneggakkan hukum dengan melakukan penyelidikan alat bukti,
penyidikan dan pemeriksaan perkara. Selain itu juga bertugas untuk
memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan tahunan kepada
DPR dan Presided Republik Indonesia dan melakukam penilaian
terhadap kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha.

Kemudian KPPU melakukan investigasi terhadap alat bukti
berdasarkan ~ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
menegaskan bahwa alat bukti dari persaingan usaha sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa saksi ialah setiap
orang atau pihak yang mengetahui pelanggaran dan turut andil
dalam memberikan keterangan ketika pemeriksaan berlangsung.
Adapun keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti oleh
majelis hakim ketika dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh
saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat 2 Perkom No
1 Tahun 2010. Kehadiran saksi dalam perkara persaingan usaha
disebabkan oleh permintaan tiga pihak, yaitu permintaan
investigator penuntutan, permintaan dari terlapor, dan
permintaan dari majelis komisi berdasarkan jabatannnya. 4’

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 15 Peraturan Komisi Persaingan
Usaha Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa ahli merupakan
orang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang yang

berkaitan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha.

46 Rahayu Hartini, Hukum Komersial (Malang : UMM Press, 2010), him 158.
47 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (
Jakarta: Kencana, 2020), him 101.
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Sedangkan keterangan ahli ialah keterangan dari orang yang
telah disumpah menurut pengalaman dan pengetahuannya
berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Perkom, No 1 Tahun
2010. Adapun syarat dari seorang ahli termaktub dalam Pasal 75
Ayat 1 Perkom. Nomor 1 Tahun 2010 bahwa

a) Seorang ahli mempunyai keahlian khusus yang

dibuktikan dengan sertifikat
b) Seorang ahli mempunyai pengalaman yang berkaitan
erat dengan keahliannya.
c. Surat dan/atau Dokumen

Adapun alat bukti surat merupakan segala hal yang
didalamnya terdapat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk
mencurahkan isi hati atau pemikiran seseorang sehingga dapat
dipergunakan sebagai pembuktian. Hal ini diatur dalam
ketentuan Pasal 76 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.*®

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk tidak diatur dalam Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1999 atau Peraturan Komisi Pengawasan
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.%° Namun, hal ini diatur
dalam Pasal 188 Ayat 1 KUHP bahwa petunjuk merupakan
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya,
baik anatara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak
pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidanan dan siapa pelakunya. Petunjuk didapat dari keterangan
saksi, surat dan keteran terlapor.

48 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (
Jakarta: Kencana, 2020), him 62.

4 | Made Sarjana, Diktat Kuliah Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan Usaha ( Denapasar:
Universitas Udayana, 2016), him.45
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e.

Keterangan Pelaku Usaha

Keteragan pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara
persaingan usaha ialah keterangan pelaku usaha terlapor yang
disampaikan di depan persidangan kepada majelis komisi
tentang perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri berkaitan
dengan dugaan pelanggaran yang bertentangan terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Setelah melakukan tinjauan terhadap alat bukti, maka KPPU
menjatuhkan sanksi untuk para pelaku usaha yang telah
melakukan kecurang dalam kegiatan usahanya, diantaranya

sebagai berikut :

a. Tindakan Administratif
Pada pasal 47 menjelaskan bahwa tindakan
administratif yang dilakukan KPPU berupa penetapan
pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha
untuk menghentikan integrasi vertikal, penghentian
kegiatan, penghentian kegiatan karena posisi dominan,
pembatalan merger, konsolidasi dan akusisi, pembayaran
ganti rugi, dan pengenaan denda.
b. Pidana Pokok
Pidana pokok yang dimaksud ialah pemberian
dendan dan kurungan penjara bagi pelaku usaha yang
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.
c. Pidana Tambahan
Pidana yang ditegakkan oleh KPPU dengan
mencabut izin usaha dan larangan menduduki jabatan
direksi dan komisari paling sedikit dengan 2 tahun
penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Selain itu
terdapat penghentian usaha atau kegiatan tertentu yang

menimbulkan kerugian.
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Terkait tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan oleh KPPU
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
sangat diperlukan adanya kewenangan tambahan dalam mengurus dan
menyelediki setiap problematika yang terjadi di ranah persaingan usaha.
Selain itu, independensi dari KPPU sebagai salah satu lembaga penegak
hukum dapat diperbandingkan dengan lembaga lain yang mempunyai
ketentuan dan karakteristik yang sama. Perbandingan tersebut tidak
tertera ekplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 baik sebelum maupun setelah amandemen. Meskipun dalam
urusan tatanan kesekretariatan memiliki perbedaan dalam kinerja dan
pertanggungjawabannya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang yang bersifat independen
dan terbeas dari intervensi penguasa sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi.

D. Hukum Ekonomi Syariah
1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun hukum ekonomi adalah kumpulan aturan hukum
yang mempunyai keterkaitan dengan interdisipliner dan
multidimensional. ®* Fathurrahman Djamil menjelaskan definisi
hukum ekonomi adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur dan
mempengaruhi segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
manusia.®> Hukum ekonomi islam merupakan aturan hukum yang
dijadikan pedoman oleh individu dan badan hukum yang bertujuan
untuk menjalankan aktivitas ekonomi swasta dan publik selaras

dengan prinsip syariah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan

50 Tim KPPU, Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Tim KPPU, 2021), him

584.

51 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia ( Bandung: CV Pustaka
Setia,2018) him, 17-19

S2Fathurahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep (Jakarta: Sinae Grafika,
2013) him 53.
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lain-lain. > Muhammad Syauqi Al-Fanjari berpendapat bahwa
ekonomi syariah adalah ilmu yang memaparkan segala bentuk
kegiatan ekonomi berdasarkan dasar,dasar kebijakan ekonomi
islam.>* Selain itu, Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan
bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar dasar
pengetahuan ekonomi yang dikodifikasikan berdasarkan Al-Quran
dan Hadist. >

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan
hukum terkait implementasi dan penerapan ekonomi yang
mempunyai tujuan untuk memenuhi  kebutuhan manusia
berdasarkan ketentuan dalam hukum islam.% Muhamad Kholid
mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan
aturan, nilai, asas dan prinsip yang berkaitan dengan kegiatan
ekonomi antar pelaku usha dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidup baik bersifat komersial maupun tidak berdasarkan ketentuan
yang berlaku dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.®’

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah
1) Al-Quran
Al-Quran adalah kalam Allah SWT vyang

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui

perantara Malaikat Jibril dalam Bahasa Arab serta dianggap

sebagai ibadah ketika membacanya. >

2) Hadist/ Sunnah
Hadist/ Sunnah adalah segala sesuatu berupa

perkataan, perilaku dan taqrir (ketetapan) yang disandarkan

53 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika,2009), him 4.

4 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif llmu Ekonomi (Bandung: Mandar Maju,
2013), him19

55 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif llmu Ekonomi (Bandung: Mandar Maju,
2013), him 18

56 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019) him2.

57 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Undang-Undang PErbankan
Syariah” Asy-Syari’ah 20 (Desember 21, 2018): 147, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-
syariah/article/view/3448/pdf

%8 Satria Effendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017) him 75.
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kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibebedakan
menjadi tiga kategori, yaitu :*°
a) Sunnah gauliyah
Sunnah  gqauliyah  merupakan  sabda
Rasulullah SAW yang disampaikan pada suatu
kejadian maupun tujuan tertentu.
b) Sunnah fi’liyyah
Sunnah  fi’liyah  merupakan tindakan/
perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
seperti perilaku beliau dalam melaksakan sholat
lima waktu.
¢) Sunnah tagririyah
Sunnah tagririyyah merupakan perkataan
atau perbuatan yang dilakukan oleh Sahabat,
namun Rasulullah SAW tidak mengingkari atau
bahkan disetujui dengan baik. Akan tetapi,
perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh
Sahabat dianggap sebagai perkataan maupun
tindakan yang dilakukan oleh Rasullah SAW.
3) Ijma
Ijma’ merupakan kesepakatan atau konsesus dari
beberapa orang terhadap persoalan yang sedang dibahas. Hal
ini terjadi ketika ada suatu golongan atau kaum bersepakat
pada suatu persoalan. Imam Ghazali berpendapat bahwa
Ijma’ merupakan kesepakatan yang diperoleh dari umat
Rasulullah SAW atas suati problematika yang berkaitan
dengan perkara agama. Namun, mayoritas ulama
berpendapat bahwa Ijma’ merupakan kesepakatan yang

ulama mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) pada suatu

59 Rahmat Syafi’l, IImu Ushul Figh Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) him
59.
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problematika yang berkaitan dengan hukum syari’ pada
suatu masa setelah wafatnya Rasullah SAW.%°
4) Qiyas
Qiyas adalah menetapkan suatu hukum dengan cara
menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya
kepada kejadian lain yang mempunya kesamaan dari segi

illat hukum atau alasan hukumnya.5!

2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

1.

Asas Mu’awanah

Asas ini merupakan asas yang mendorong seluruh kaum
muslim untuk saling membantu dan menjalin mitra pada suatu
transaksi antar kedua belah pihak dalam mencapau keuntungan
bersama.
Asas Musyarakah

Asas ini merupakan asas yang mengharuskan pelaku usaha
untuk melakukan kerjasama dalam muamalah demi terciptanya
suatu keuntungan bersama, tidak hanya pihak tertentu yang
terlibat akan tetapi seluruh lapisan masyarakat turut andil dalam
bermualamah.
Asas Manfa’ah

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan kemanfataan dan
keuntungan bagi pihak pihak yang terlibat dalam transaksi.
Asas Antarodlin

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mualamalah yang
dilakukan manusia harus didasarkan pada unsur keralaan
masing-masing dalam menerima dan menyerahkan barang
maupun hartanya.
Asas Adamul Gharar

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan pelaku usaha

untuk menghilangkan ketidakjelasan yang menimbulkan tipu

80 Iffatin Nur, Terminologi Ushul Figh (Yogyakarta: Teras, 2013) him 43.
61 Mohamad Bahrudin, IlImu Ushul Figh ( Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2019), him 60.
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9.

daya dalam transaksi sehingga hal ini daapat merugikan pihak
lain yang terlibat.
Asas Musawah

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa pelaku
usaha mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan
transaksi.
Asas Ash-Shiddiq

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa pelaku
usaha harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam
bertransaksi.
Asas Hak Milik

Asas ini merupakan asas yang harus dimiliki oleh pelaku
usaha karena islam mengajarkan bahwa hak milik bisa
membantu seorang muslim untuk membantu orang lain dan
memberikan hak kepada orang lain yang dapat berguna di
akhirat kelak.
Asas Pemerataan

Asas ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai
keadilan yang sama dalam bertransaksi sehingga harta tidak

dimiliki oleh sebgaian orang saja.

10. Asas al-Bir Wa al-Taqwa

Asas ini merupakan asas yang mengajarkan bahwa pelaku
usaha harus mempunya keadilan dan oerilaku yang baik demi
menjaga dirinya dari murka Allah SWT. Dengan demikian, asas
ini merupaka asas yang mewadahi seluruh asas dalam figh

muamalabh.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah®
1. Prinsip Tauhid (Keesaan Allah SWT)

62 Jaih Mubarok, Khotibul Umam, Destri Vudi Nugraheni, Veri Antoni, Kasumawati Syafeo, Shandi
Primandasetio, Ekonomi Syariah ( Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank
Indonesia, 2021) him 124.

3 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) him 18-19.
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Prinsip tauhid merupakan suatu prinsip penting yang
mawajibkan untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam
melakukan hubungan kemanusiaan Hal ini dapat diperoleh dari
pemahaman terkait isi kandungan dalam Al-Quran.

2. Prinsip Khalifah ( Perawakilan)

Prinsip khalifah merupakan prinsip yang melekat dalam diri
manusia yang diberi kekuatan mental dan spiritual oleh Allah SWT
untuk memenuhi tujuan mereka dalam menebar kebajikan di muka
bumi.

3. Prinsip ‘Adalah (Keadilan)

Prinsip  ‘adalah merupakan prinsip keadilan dalam
melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan Al-Quran dan
Hadist, namun keadilan berdasarkan hukum alam juga harus
diperhatikan.

4. Prinsip Tazkiyah (Penyucian)

Prinsip tazkiyah merupakan prinsip ini menekankan pada
aspek hubungan manusia dalam bermasyarakat agar senantiasa
untuk berbuat baik antar sesama dan menghindari perbuatan tercela
berdasarkan syariat.

5. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan)
Prinsip ini merupakan prinsip yang mengajak manusia untuk
meraih kesuksesan dalam berbagai aspek.
4. Hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Syariah
1) Pelarangan secara substansi (keharaman dari segi zat) yaitu
pelarangan transaksi yang dilakukan antar pelaku usaha pada
objek yang diharamkan syariat, seperti bangkai, darah, babi,
anjing, organ tubuh manusia.
2) Pelarangan secara prosedural ( keharaman dari segi cara
memperolehnya) yaitu pelarangan dalam melakukan transaksi

antar pelaku usaha yang mempunyai lima unsur, yaitu :

40



a)

b)

d)

Maysir (perjudian) merupakan bentuk tramsaksi yang
dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan
membebankan kerugian ke pihak lain.’
Gharar (ketidakjelasan) meurupakan bentuk transaksi
yang mengadung ketidakjelasan pada akad dan objeknya
baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat
mengakibatkan perselisinan antara pelaku usaha di
kemudian hari
Riba merupakan transaksi yang ada penambahan
komoditi dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini
bisa disebut sebgai riba fadl. Sedangkan transaksi
pinjam-meminjam  yang  mengharuskan  adanya
persyaratan ~ adanya  tambahan  nominal  saat
pengembalian peminjaman karena adanya tambahan
waktu. Peristiwa ini disebut sebagai riba nasi’ah.
Tadlis (penipuan) merupakan transaksi yang terdapat
unsur penipuan dilakukan oleh pelaku usaha seperti
penjual yang mengurangi timbangan, menyembunyikan
kecacatan barang, menjual barang palsu dan sebagainya.
Namun, pembeli juga dapat melakukan penipuan dengan
menggunakan alat tukar yang palsu sehingga merusak
keaabsahan transaksi. Tadlis terjadi pada empat hal
dalam jual beli, yaitu:54

1) Tadlis dalam kuantitas

2) Tadlis dalam kualitas

3) Tadlis dalam harga

4) Tadlis dalam waktu penyerahan
Ikrah (pemaksaan) merupakan transaksi antar pelaku
usaha yang terdapat paksaan bukan kemauan atau

inisiatif sendiri dari salah satu pihak. Dengan demikian,

84 Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Figh dan Keuangan) (Jakarta: Rajawali Press,2010)

him 30.

41



unsur keralaan dalam transaksi tidak memenuhi syarat
sah berdasarkan syariat berlaku.®
5. Ba'’i Najasy
a) Definisi Bai’ Najasy

Bai’ Najasy merupakan suatu transaksi antar pelaku usaha

dengan cara rekayasa pasar dalam permintaan. Hal ini terjadi ketika
seorang konsumen melakukan permintaan palsu pada suatu produk
yang mengakibatkan harga produk naik.% Menurut Muhammad
Nashiruddin Al-Bani berpendapat bahwa An-Najasy adalah
transaksi yang dilakukan pelaku usaha dalam menawar harga suatu
barang bertujuan untuk menipu konsumen/pembeli, akan tetapi ia
tidak bermaksud untuk membeli, hanya saja merekayasa orang lain
untuk melakukan tawaran yang lebih tinggi. ® Ibnu Rusyd
berpendapat bahwa Najasy adalah seseorang yang melakukan
transaksi dengan harga tinggi pada barang dagangannya dan untuk
dirinya sendiri agar bermanfaat bagi si penjual dan merugikan
pembeli. %8 Sedangkan Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa
Najasy merupakan proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan
pembeli, namun ada seseorang yang ingin menawar barang tersebut,
kemudian pembeli menawar barang tersebut, padahal ia tidak
bermasud untuk membeli barang tersebut, hanya semata-mata untuk
menggerakkan keinganan pembeli untuk membeli barang tersebut.®

b) Dasar Hukum Bai’ Najasy

z
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8 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019) him 12-13.

6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Figh dan Keuangan) (Jakarta: Rajawali Press,2010)
him 34.

67 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunah At-Tirmidzi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid
2 him 76.

% Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam,2007) him 332.

8 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta : Gema Insani Press, 1995) Jilid 2, him 609-
610.
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Artinya : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu A ’nhu, bahwa Nabi
Muhammad SAW melarang pratik jual beli Najasy. "

Berdasarkan hadist diatas Dr. KH. Miftah Faridl berpendapat
bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan perdagangan melalui
promosi secara berlebihan yang terdapat indikasi kebohongan,
penyembunyian kecatatan agar dapat mempengaruhi konsumen
untuk membeli. Dengan demikian, dapat mengurangi nilai

keberkahan.™

70 lbnu Hajar Al-Asqolani,Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1999) him

211.
1 Miftah Faridl, Harta Dalam Perspektif Islam (Bandung : Pustaka,2002) him 53.
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BAB Il
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 5/KPPU-1/2020 Tentang
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap
Il Kecamatan Kandangan Kebupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2017
a. Duduk Perkara Pada Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-1/2020

Dalam putusan ini Komisi Pengawasan Persaingan
Usaha telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan
persekongkolan tender (pelanggaran Pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999) pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan
Gedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan Kandangan
Kebupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017. Para
terlapor dalam putusan ini adalah Terlapor | adalah PT
Cahayahikmah Jayapratama yang ditetapkan sebagai pemenang
dalam tender ini. Terlapor Il adalah PT Karya Kandangan
Nasional sebagai perserta tender. Terlapor Il adalah PT Diang
Ingsun Mandiri sebagai perserta tender. Terlapor 1V adalah
Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan sebagai panita pengadaan tender.

Panitia pengadaan tender diberntuk berdasarkan Surat
Putusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada
Bulan Desember 2016 bahwa panitia ini terdiri dari 5 orang.
Panitia pengadaan tender menentukan pemenang tender melalui
tahap-tahap kualifikasi yaitu tahap pemasukan (upload),
dokumen penawaran, tahap evaluiasi administrasi, tahap
evaluasi teknis, tahap evalusi biaya (harga penawaran), tahap
evalusi kualifikasi, dan tahap evalusi akhir. Dengan ini,
perusahan yang lulus dalam tahapan seleksi dapat ditepakan

sebagai pemenang tender.
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Pada Tanggal 4 Januari 2017 pukul 23.00 sampai dengan
Tanggal 11 Januari 2017 pukul 201 terdapat peserta yang telah
melakukan pendaftaran dalam tender ini sebanyak 17
perusahaan. Pada Tanggal 6 Januari 2017 POKJA Unit Layanan
Pengadaan melakukan rapat terikait penjelasan tender ini secara
online. Pada Tanggal 7 Januari 2017 pukul 09.00 sampai dengan
Tanggal 12 Januari 2017 pukul 15.00 dalam Tahap Pemasukan
(upload) POKJA telah menerima tiga perusahaan Yyang
memasukkan dokumen penawaran yaitu : PT Diang Ingsun
Mandiri, PT Cahayahikamh Jayapratama, PT Karya Kandangan
Nasional.

Pada Tahap Evaluasi Adminitrasi terhadap dokumen
penawaran bahwa PT Cahayahikmah Jayapratamaa dinyatakan
lulus oleh POKJA ULP Hulu Sungai Selatan. Sedangkan PT
Karya Kandangan Nasional dan PT Diang Ingsun Mandiri
dinyatakan tidak lulus dalam tahap ini karena tidak memenuhi
syarat substansial dalam dokumen penawaran. Pada Tahap
Evaluasi Teknis dilakukan terhadap dokumen yang telah
dinyatakan lulus berdasarkan persyaratan administrasi. PT
Cahayahikmah Jayapratama dinyatakan lulus pada tahap ini.
Pada Tahap Evaluasi Harga menggunakan metode koreksi
aritmatik oleh  POKJA ULP Hulu Sungai Selatan. PT
Cahayahikmah Jayapratama dinyatakan lulus evalusi dengan
penawaran sebesar Rp 30.330.000.000 berdasrkan penawaran
aritmatik sebesar Rp 30.186.273.000. Pada Tahap Kualifikasi
yang menggunakan sistem gugur bahwa PT Cahayahikmah
Jayapratama dinyarakan lulus. Pada tanggal 25 Januari 2017
POKJA mengumumkan pemenang tender ini adalah PT
Cahayahikmah Jayapratama dengan nilai penawaran Rp
30.186.273.000.

b. Pertimbangan Majelis Komisi
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Pertimbangan Majelis Komisi yang daoat meringankan
Terlapor sebelum dijatuhkan denda administratif yaitu

1. Para Terlapor telah bersikap kooperatif dalam
persidangan yang dibuktikan dengan kehadirannya pada
saat persidangan

2. Para Terlapor mengakui perbuatan yang melanggar
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat

3. Dampak dari penyebaran COVID-19

c. Amar Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-1/2020
Setelah Majelis Komisi melakukan penelian dan analisis
terhadap fakta yang telah dipaparkan sbelumnya, maka Majelis
Komisi memutuskan dan menjatuhkan Putusan KPPU Nomor
5/KPPU-1/2020 yang dibacakan dalam sidang terbuka melalui
media elektronik pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021
sebagai berikut :

1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor Il dan Terlapor IV
terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1) dihukum
dengan membayar denda sejumlah Rp1.350.000.000
yang diserahkan kepada KPPU

3. Melarang PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II)
untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang
bersumber dari APBN/ABBD selama 2 Tahun di seluruh
wilayah Indonesia sejak putusan ini ditetapkan

4. Melarang PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor I1I)
mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang
bersumber dari APBN/ABBD selama 2 Tahun di seluruh

wilayah Indonesia sejak putusan ini ditetapkan
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5. Terlapor | diperintah untuk melakukan pembayaran
denda selambat-lambatnya 30 hari sejak Putusan ini
diputuskan

6. Terlapor | diperintah untuk melakukan pembayaran
denda, melaporkan, dan menyerahkan salinan bukti
pembayaran denda tersebut ke KPPU

d. Analisis Hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-
1/2020
1. Pembuktian sebagai Hukum Formil dalam Putusan KPPU
Nomor 5/KPPU-1/2020

Pembuktian dalam menangani perkara persaingan
usaha dijadikan sebagai penentu apakah perkara yang
berasal dari laporan atau perkara inisiatif dari KPPU akan
terbukti atau tidak. Apabila terdapat bukti yang cukup, maka
terlapor akan dinyatakan terbukti secara sah. Begitupun
sebaliknya, apabila tidak terbukti maka Majelis Komisi akan
menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan bahwa dugaan
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat tidak terbukti secara sah. Dengan adanya
pembuktian akan menjadi penentu akan siapa Yyang
melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang

Persaingan Usaha.

Tujuan dari pembuktian ialah memberikan kepastian/
keyakianan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa
yang diseketakan. "> Membuktikan dalam arti yuridis

merupakan memberi dasar-dasar yang cukup kepada majelis

72 Sterry Fendy Andih , Pengaturan Bukti Petunjuk Pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam
Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.8, No. 4, 2019
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350433&val=944&title=Pengatura
n%20Bukti%20Petunjuk%20pada%20Hukum%20Acara%20Persaingan%20Usaha%20dalam%20Ke
rangka%20Hukum%20Pembuktian%20di%20Indonesia
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komisi yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna
memberi kepastian tentang kebenaran kepastian yang
diajukan. Pembuktian secara yuridis tidak hanya memberi
kepastian kepada majelis, tetapi juga bagaimana terjadinya
suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para
pihak, seperti persangkaan dan keyakinan majelis atas
keterangan terlapor. Maksud dari pembuktian bertujuan
untuk menyakinkan majelis komisi tentang kebenaran dalil-
dalil yang dikemukakan dalam perkara persaingan usaha
berdasarkan laporan yang diterima atau inisiatif dari KPPU
atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha.

Tim investigator telah melakukan pembuktian dalam
perkara Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-1/2020 sebagai
berikut :

1. Terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan dan
pemegang saham
Hj, Rusdinah sebagai Direktur PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1), Alfian
Noor sebagai Direktut Utama PT Karya Kandangan
Nasional (Terlapor Il) dan Elda Febiola Saputri
sebagai Komisaris PT Diang Ingsun Mandiri
(Terlapor 111) dengan alamat yang sama yaitu Jalan
Kesehatan Nomor 45 Kandangan, Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun PT Cahayahikmah Jayapratama
(Terlapor 1), PT Karya Kandangan Nasional
(Terlapor 1), dan PT Diang Ingsun Mandiri
(Terlapor 1) merupakan peusahaan keluarga.
Sedangkan alam persidangan, Direktur Utama dari
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Terlapor | yaitu Hj.Rusdinah merupakan istri dari
Diretur Utama Terlapor Il Alfian Noor. Terlapor 111
yaitu M. Rizgan Irsyadi merupakan keponakan dari
Alfian Noor. Sedangkan Elda Febiola Saputri
merupakan menantu dari Hj. Rusdinah dan Alfian
Noor. Hal ini ditemykan dalam dokumen isian
kualfikasi Terlapor I, Il, Dan Il yang diperkuat

dengan keterangan dari para terlapor.

Kesamaan kesalahan redaksional dalam surat
penarawan antara Terlapor | dan Terlapor II.

Dalam surat penawaran yang diajukan
Terlpor 1 dan terlapor Il terdapat kesamaan
kesalaahan redaksional pada kata testimony dan
system dalam putusan sehingga Hj Rusdinah
(Terlapor I) menyatakan bahwa dokumen penawaran
para terlapor dikerjakan oleh Heriyansyah dan
M.Rizgan Isyadi dengan arahan dari Terlapor I.
Mereka diangkat menjadi saksi dan menyakan hal
tersebut
Kesamaaan metadata pada dokumen penawaran Para
Terlapor
Kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor |
dan Terlapor 111

Kesamaan isi metode pelaksanaan pada
halaman 168 sampai 188 di dokumen milik PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1) dan pada
halaman 245 sampai 266 di dokumen milik PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I). Kesamaan
tersebut terletak pada bagian judul sayarat-syarat
umum teknis pekerjaan site hingga penutup pada
dokumen penawaran masing-masing perusahaan.

Padahal dokumen tersebut dijadikan dasar Terlapor
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IV untuk melihat cara para peserta dalam
menjalankan tender. Dalam persidangan, Aqlul Wais
mengakui bahwa ketiga perusahaan dikendalikan
oleh Hj. Rusdinah. Namun, fakta akan hal tersebut
telah diperkuat dengan pengakuan dari masing
masing terlapor
Kesamaan isi dan neraca perusahaan pada bagian
aktiva tetap milik Terlapor | dan Terlapor II..
Kesamaan hari penyampaian (Upload) dokumen
penawaran para terlapor

Bukti yang ditemukan berupa hari
penyampaian (upload) dilakukan dengan orang yang
sama yaitu Heriyansyah dan M. Rizgan Irsyadi pada
Tanggal 12 Januari 2017. Selain itu ditemukan
kesamaan IP Address yang digunakan antar para
Terlapor yang bersumber dari LPSE Kabupaten Hulu
Sungai  Selatan. Hal ini dibuktikan dalam
persidangan oleh ahli IT yaitu Ir. Teguh Prasetya. M.
WP.
Pengakuan dari Terlapor I, Terlapor Il dan Terlapor
i

Para terlapor memasukkan dokumen
penawaran dalam satu kesatuan perusahaan keluarga.
Selain itu, Terlapor Il dan 11l merupakan perusahaan
yang sudah tidak aktif (mati suri) sehingga seluruh
sataf yang berada di PT Cahayahikmah Jayapratama
merupakan staf yang berada di PT Karya Kandangan
Nasional (Terlapor Il) dan PT Diang Ingsun Mandiri
(Terlapor 11l). Pengakuan selanjutnya dalam
penentuan harga penawaran antar para terlapor
bahwa harga penawaran PT Cahayahikmah

Jayapratama (Terlapor 1), PT Karya Kandangan

50



Nasional (Terlapor Il), dan PT Diang Ingsun Mandiri
(Terlapor I11) ditentukan sekaligus diputusakan oleh
Hj. Rusdinah selaku Direktur dari PT Cahayahikmah
Jayapratama dengan mempertimbangkan harga
bahan bangunan dari para supplier. Pengakuan
lainnya adalah tempat penyusunan dokumen
penawaran para terlapor bahwa dokumen penawaran
Terlapor 1,11 dan 111 dilakuakan ditempat yang sama
yaitu Kantor PT Cahayahikmah Jayapratama
(Terlapor I). Pengakuan terkahir dalam penyampaian
dokumen penawaran bahwa Terlapor IIlI, dan Il
dilakukan oleh Sdr. Aglul Wasism, Sdr. M Rizgan
lesyadi dan Sdr. Heryansyah secara bergantian
karena dokumen penawaran disusun oleh tim yang
sama. Setelah itu, diupload secara bergantian
menggunakan komputer yang sama dengan jaringan

indihome.

PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1)
PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor I1), dan PT
Diang Ingsun Mandiri (Terlapor 111) mengikuti
lelang paket pekerjaan tersebut karena suatu
pemahaman lelang dapat dilanjutkan pada tahap
selanjutnya atau dengan kata lain agar lelang tersebut
tidak menjadi batal dengan minimal pesertanya harus
tiga perusahaan pada paket pekrjaan yang sama.
Meskipun paket pekerjaan ini dimenangkan oleh PT
Cahayahikmah Jayapratama yang memenuhi syarat
ketentuan yang berlaku. Adapun jajaran staf dari PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1) PT Karya
Kandangan Nasional (Terlapor Il), dan PT Diang
Ingsun Mandiri (Terlapor 1ll) tidak mengetahui
adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan
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tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan
merupakan suatu pelanggaran yang terhadap
Undang-Undang tersebut. Para terlapor tidak ada niat
atau keinginan untuk merugikan atau menjatuuhkan
perusahaan lain. Niat dari para terlpor hanya semata
semata untuk turut berkontribusi bagi Kabupaten
Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi Gelaran
Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang
ditunjuk sebgai tuan rumah dalam ajang ini. Dalam
pelaksanaannya, para terlapor tidak sama sekali
melakukan kegiatan yang merugikan keungan negara
seperti : mark up atag bahan bangunan yang dibawah
ambang batas standar yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,
meskupun terdapat temuan dari BPK yang bersifat

teknis.

Namun, Kelompok Kerja (POKJA) Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Terlapor V) mengabaikan  dan  tidak
mengggugurkan bahwa adannya kesamaan dokumen
penawaran antar para terlapor. Meskipun, tugas dan
fungsi dari POKJA dalam tender ini termaktub dalam
Peraturan Presiden Nomot 2021 Tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

2. Pemenuhan Unusur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan KPPU Nomor
5/KPPU-1/2020
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Persekongkolan tender sebagaimana yang dimaksud dalam
putusan ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 22 Nomor 5
tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat bahwa :

”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
yang tidak sehat.*

Adapun lima unsur yang memenuhi Kriteria yang
terdapat dalam Pasal 22 yaitu :"

a. Unsur Pelaku Usaha’

Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 pada poin 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 bahwa

“Setiap orang perongan atau badan usaha
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui oerjanjian  menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam ekonom ”.

Unsur pelaku usaha yang dimaksud dalam
putusan ini adalah PT Cahayahikmah Jayapratama
(Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor
I1), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor IlI), dan
Kelompok Kerja Unit Layangan Pengadaan Hulu
Sungai Selatan (Terlapor 1V).

b. Unsur Bersekongkol

3 KPPU, Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ( Jakarta: KPPU Press, 2009) him 12.
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa

“ persekongkolan atau konspirasi usaha
adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku
usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Adapun persekongkolan yang terjadi dalam
putusan ini adalah persekongkolan horizontal.
Persekongkolan horizontal merupakan
persekongkolan yang terjadi anatara pelaku usaha
atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku
usaha atau penyedia barang dengan menciptakan
persaingan semu diantara peserta tender. " Hal ini
terjadi antara PT Cahayahikmah Jayapratama
(Terlapor I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor
I), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor 1lI)

berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

a) Adanya afiliasi dari PT Cahayahikmah
Jayapratama (Terlapor 1) PT Karya
Kandangan Nasional (Terlapor II), PT
Diang Ingsun Mandiri (Terlapor II)

b) Adanya kesamaan IP Adress PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1)
PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor
I1), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor
1))

74 KPPU, Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ( Jakarta: KPPU Press, 2009) him 16.
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c)

d)

Adanya  Kesamaan iIsi  metode
pelaksanaan antara Terlapor | dan
Terlapor 111

Adannya kesamaan isi dari neraca
perusahaan pada bagian aktiva antara
Terlapor | dan Terlapor Il

Adanya kesaaman kesalahan redaksional
pada Surat Penawaran Terlapor | dan

Terlpor Il

Selain itu, ada suatu tindakan yang dilakukan

Terlapor |

dan Terlapor 1l yang mengakibatkan

persaingan semu berdasarkan bukti sebgai berikut:

C.

a)

b)

PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor
I) dan PT Karya Kandangan Nasional
(Terlapor I1) merupakan perusahaan yang
sudah tidak aktif ketika mengikuti tender
Dokumen penawaran PT Cahayahikmah
Jayapratama (Terlapor 1), PT Karya
Kandangan Nasional (Terlapor II), PT
Diang Ingsun Mandiri (Terlapor I1lI)
dibuat oleh orang yang sama

Adanya pengakuan dari PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1),
PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor
i), dan PT Diang Ingsun Mandiri
(Terlapor 111)

Unsur pelaku usaha lain dan/atau yang terkait dengan

pelaku usaha lain

Unsur pelaku usaha lain sebagaimana

dimaksud pelaku usaha berdasarkan ketentuan

dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 1999. Pihak lain terkait dengan pelaku usaha
lain adalah Pokja Unit Layanan Pengadaan Hulu
Sungai Selatan (Terlapor 1V)
d. Unsur Mengatur dan/ atau Menentukan pemenang
Tender
Adapun yang dimaksud dalam unsur ini
adalah ”’suatu perbuatan para pihak yang terlibat
dalam proses tender secara bersekongkol yang
bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain
sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan
peserta tender tertentu dengan berbagai cara”.
Pengaturan dan atau penentuan pemenang
tender tersebut melalui beberapa hal vyaitu:
penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan
sebagainya.. ™ Hal ini berdasarkan fakta-fakta
sebagai berikut :
a) Majelis komisi telah melakukan penilaian
atas tindakan yang oleh Terlapor |,
Terlapor 1l dan Terlapor Il dengan
menetapkan Terlapor | sebagai pemenang
tender yang dikategorikan sebagai
persekongkolan horizontal
b) Adanya pengakuan dari Terlapor |,
Terlapor 11 dan Terlapor 1l bahwa
Terlpor 1l dan Telapor Il menjadi
pendamping dalam menentukan
pemenenang yang dikatgorikan sebagai

persaingan semu.

S KPPU, Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ( Jakarta: KPPU Press, 2009) him 14.
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€.

c) Adanya Persekongkolan Vertikal yang

terjadi dalam bentuk Terlapor 1V tidak
menolak melakukan suatu tindakan
meskipun mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan untuk mengatur dalam rangka
memenangkan peserta tender tertentu
yaitu dengan tidak menyatakan tender
gagal meskipun terdapat indikasi
kesamaan-kesamaan pada dokumen

penawaran Para Terlapor.

Unsur yang dapat mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud

dalam putusan ini adalah persaingan antar pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau

menghambat persaingan usaha. Hal ini ditemukan

berdasarkan fakta yang telah ditemukan, yaitu :

a)

b)

Adanya tindakan persekongkolan
horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I,
Terlapor 11 dan Terlapor 1l yang
mengakibatkan persaingan semu dan
dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur
dan menghambat persaingan usaha
Adanya tindakan persekongkolan vertikal
yang dilakukan Terlapor IV terhadap
indikasi persekongkolan yang dilakukan
oleh Terlapor I, Terlapor 1l, dan Terlapor
11
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c) Adanya suatu tindakan yang dilakukan
oleh oleh Terlapor 1, Terlapor Il dan
Terlapor Il yang menciptakan persaingan
semu yang dikategorikan sebagai tindakan

persaingan usaha sehat.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Putusan  Nomor
05/KPPU-1/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan
Gedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan Kandangan Kebupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017

Dalam pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang
berlaku dimulai dari perencanaan, pembentukan kelompok kerja,
penyusunan rencana Kkerja, syarat-syarat dan harga perkiraan,
pemasukan dokumen tender hingga proses evaluasi dengan
memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Bersifat terbuka, transparan serta diumumkan secara luas

2. Bersifat non-diskriminatif serta diikuti oleh pelaku usaha

yang turut dalam kompetisi tender yang sama

3. Tidak ada ketentuan dan spesikasis secara teknis yang

mengindikasikan pada pelaku usaha tertentu

4. Kelompok kerja tunduk dan patuh terhadap etika

pengadaan yang berkaitan dengan larangan korupsi,

kolusi, nepotisme, persekongkolan dan penipuan.”’®

Praktik yang dilakukan para pelaku usaha dan Kelompok
Kerja dalam putusan Nomor 05/KPPU-1/2020 terdapat pihak pihak
yang bersangkutan yaitu PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor
I) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor Il), PT Diang Ingsun
Mandiri (Terlapor 111), dan Kelompok Kerja Unit Layangan
Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor 1V). Terlapor I, Terlapor
Il dan Terlapor Il telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi

76 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukumnya, (Jakarta, kencana, 2012), him 280-281
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yang melakukan persokongkolan tender secara horizontal
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Disisi lain Terlapor IV juga dinyatakan bersalah karena
melakukan persekongkolan tender secara vertical berdasarkan bukti

atau temuan yang ditemukan oleh Majelis Komisi.

Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait
persekongkolan tender secara vertical maupun horizontal yang
dilakukan PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1) PT Karya
Kandangan Nasional (Terlapor 1I), PT Diang Ingsun Mandiri
(Terlapor I11), dan Kelompok Kerja Unit Layangan Pengadaan Hulu
Sungai Selatan (Terlapor 1VV) mengandung unsur penipuan pada saat
pengadaan tender. Unsur penipuan terletak pada kesamaan alamat
pengurus perusahaan dan pemegang saham, kesamaan kesalahan
redaksional dalam surat penarawan antara Terlapor | dan Terlapor
I, kesamaaan metadata pada dokumen penawaran Para Terlapor
,kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor | dan Terlapor I11,
kesamaan isi dan neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik
Terlapor | dan Terlapor II, kesamaan hari penyampaian (Upload)
dokumen penawaran para terlapor, dan pengakuan dari Terlapor I,
Terlapor Il dan Terlapor Ill. Dengan demikian, praktik tersebut
dikategorikan sebagai Bai’ Najasy. Dalam keterangan pada kitab al-
Hisbah fi al-Islam karya Ibnu Taymiyyah bahwa :”’

Ol o Slblg LB Lgms gl aldl (0 Loy giis @) Aslall oS 13
or reSh digren b D9y (Dbl oF Opy Wgfded ¢ Wgjidy e Igeat
J.;ou-\ & P9 cL.J\ &.Sib oo blaus V'h"j RV Olfd.'«jjd&.i Lo 1gatsg Jj,d.\ y&.\

oo a1y ey g o) Wb o 191 0B 05isSg ( endl ey G3LU

7 Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam Au Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah, (Damaskus: Dar-
alKutub,1968) him 24
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Artinya: Apabila ada sekolompok orang yang melakukan
transaksi pada suatu barang dengan kesepakatan untuk melebihkan
harga barang yang telah mereka beli, lalu mereka membeli dengan
harga standar yang sudah dikenal, kemudian mereka menambahkan
harga barang yang akan mereka jual lebih tinggi dari harga standar
di pasar dan meninggikan apa yang mereka beli, perbuatan seperti
ini adalah bentuk kerjasama yang lebih jahat dari pada
pemakelaran orang-orang kota terhadap dagangan orang
kampung, dan lebih jahat dari pada al-Najasy (konspirasi untuk
membuat orang membeli suatu barang dengan cara memuji-muji
barang itu) atau membeli barang dengan harga tertentu agar orang
membeli dengan harga tersebut. Sebab mereka bersepakat untuk
mendzalimi atau menipu manusia sampai mereka memaksa untuk
menjual barang-barang mereka dan menjualnya dengan harga yang
lebihbesar dari harga pasar sedangkan orang-orang butuh untuk
menjual dan membeli barang itu, dan sesuatu yang dibutuhkan
orang untuk menjual dan membelinya, maka sesungguhnya itu tidak
boleh (haram) barang itu dijual kecuali dengan harga standar

apabila kebutuhan untuk menjual atau membelinya menyeluruh.

Para ulama berselisih pendapat dalam memaparkan illat
(alasan dasar) terkait persoalan larangan bai’ najasy. Pertama, ada
ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut didasarkan adanya
unsur khadi’ah, yaitu penipuan (transaksi palsu) yang dilakukan
melalui rekayasa permintaan (demand), sehingga tercipta dumping
(melambungkan harga). Dengan dimikian tercapai tiga tujuan
melalui bai’ najasy yang menyebabkan haramnya praktik tersebut,
yaitu: rekayasa informasi positif, mempengaruhi opini publik, dan

dumping (menaikkan level harga).
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Transaksi palsu melalui rekayasa permintaan yang dilakukan
PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1) PT Karya Kandangan
Nasional (Terlapor I1) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor I1I)
bahwa ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang
mempunyai kesamaan pemegang saham dan alamat perusahaan
Adapun, 17 perusahaan yang mengunduh berkas persyaratan
mengikuti tender. Namun, sampai tanggal penutupan pengumpulan
berkas hanya ketiga perusahaan tersebut tetap mengikuti proses

pengadaan tender sampai pengumuman pemenang tender.

Kedua, Imam al-Rafii’ (dari kalangan Syafi’iyah)
mennyatakan bahwa larangan tersebut dikarenakan adanya unsur
idlrar (niat merugikan) terhadap orang lain akibat jual beli barang
yang masih dalam penawaran orang lain. Meskipun najasy
merupakan praktik jual berli yang bersifat fiktif semata karena
adanya rekayasa informasi yang bertujuan untuk melakukan
dumping (menaikkan level harga) sehingga hal tersebut tidak
mempengaruhi terhadap keabsahan transaksi yang disertai dengan
penyerahan harga dan barang. Namun, transaksi yang dilakukan
merupakan illat mu’tabar bagi sahnya jual beli. Adapun pelaku
usaha yang melakukan bai’ najasy dihukumi sebagai ‘ashin (yaitu
orang yang telah berbuat maksiat sebab kebohongannya) karena
didalam akad tersebut terdapat unsur kzadi’ah yang membahayakan

pelaku usaha lain.
af ole G iy oWy ) 4l ey Jo adl 0L B 1 11 (SCaanlg
(‘Zj"d‘rbucd:*"}méw‘u‘r‘;“’}mdﬁ‘*’iy
“Imam Al-Rafii mengalami kesulitan dalam memerinci illat
larangan transaksi barang yang ditawar oleh saudaranya sebagai
suatu idlrar, terlebih dalam tindakan idlar ini secara bersama-sama

dilakukan oleh setiap orang yang terlibat, serta mereka mengetahui

illat keharamannya. Oleh karena itu, Imam al-Rafi berkata: “Latar
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belakang dari penetapan dalil khusus kemaksiatan pada dua konteks
masalah di atas (antara najasy dan jual beli barang yang masih
ditawar saudaranya) adalah khusus dikaitkan bagi orang yang sudah
mengetahui dalil larangan praktik keduanya. (Mafhumnya; Adapun

bila tidak tahu, maka ia tidak bermaksiat)”.”®

Pernyataan Al-Rafii ini senada dengan pernyataan Imam Al-

Syafi’i yang menegaskan:
okandy ¥l el ¢ gl Ll OO il ol ggb id oed

e if oy doane

“Barang siapa melakukan praktik najasy, maka dia telah
berlaku maksiat sebab tahu larangan. Adapun hukum jual belinya

adalah sah, dan tidak rusak sebab maksiatnya pelaku.”’®

Pendapat Imam Al-Rafi’l selaras dengan kasus
persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-
1/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam
Renang Tahap Il Kecamatan Kandangan Kebupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun Anggaran 2017. Tindakan yang dilakukan PT
Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor 1) PT Karya Kandangan
Nasional (Terlapor I1) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor I11)
dapat merugikan pelaku usaha lain yang akan mengikuti pengadaan
tender yang diseleggarakan oleh pihak penyedia barang atau jasa
berupa rekayasa informasi positif, mempengaruhi opini publik, dan
dumping (menaikkan level harga). Hal tersebut dibuktikan dengan
adanya beberapa kesamaan untuk memenangkan tender seperti
kesamaan alamat pengurus perusahaan dan pemegang saham,

kesamaan kesalahan redaksional dalam surat penarawan antara

78 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori, Juz 4( Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1999)

7 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Barri Syarah Shahih Bukhori, Juz 4( Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1999)
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Terlapor | dan Terlapor Il, kesamaaan metadata pada dokumen
penawaran Para Terlapor ,kesamaan isi metode pelaksanaan antara
Terlapor | dan Terlapor Ill, kesamaan isi dan neraca perusahaan
pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor Il, dan

kesamaan hari penyampaian (Upload) dokumen penawaran para
terlapor.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis terkait Persekongkolan Tender Dalam
Pengadaan Barang dan Jasa Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum
Ekonomi Syariah Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2020 dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) PT Karya Kandangan
Nasional (Terlapor I1), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor I1), dan
Kelompok Kerja Unit Layangan Pengadaan Hulu Sungai Selatan
(Terlapor 1V) telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu
Persekongkolan Tender yaitu persekongkolan tender secara vertikal
dan horizontal berdasarkan unsur unsur dalam pasal tersebut dan
temuan/ bukti yang dikaji oleh Majelis Komisi dengan bantuan
tenaga ahli.

2. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Cahayahikmah
Jayapratama (Terlapor 1) PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor
I1), PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor Il1), dan Kelompok Kerja
Unit Layangan Pengadaan Hulu Sungai Selatan (Terlapor 1V) telah
melanggar ketentuan yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syariah.
Para terlapor tidak tunduk dan patuh terhadap asas dan prinsip yang
termaktub dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, para terlapor
melakukan hal hal yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah
secara procedural dalam penyelenggaraan tender dengan cara
merekayasa permintaan dalam pengadaan barang atau jasa. Namun,
Pratik tersebut dapat dikategorikan sebagai Bai’ Najasy karena ada

unsur penipuan dan rekaya dalam melakukan transaksi.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan,

maka penulis mengajukan saran, sebagai berikut :

1. KPPU seharusnnya melakukan penyuluhan terkait perjanjian
maupun Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat secara komprehensif, khususnya
persekongkolan tender berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pihak penyelenggara
pengadaan barang atau jasa harus lebih teliti dalam melakukan
evaluasi dokumen dan membutuhkan keahlian khusus untuk
memeriksa kelengkapan berkas para pelaku usaha dalam

mengikuti tender.
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lkegiatan usaha antara bain di hidang pembangunan
pembangunan  pada (perera]
DT EUCBIIN. n e o s e it et e 2 i i i

Gumawan,

termasulk ANV

)

N

1.2

Betelabh mendengar keterangan Para Ahls. "",".L',.H
Setelah mendengar keterangan Parn‘l‘aé].;@p—------..............................
i lam hasil p

ddangan dari 1 iR - .
gan dari Para Terlapaor. -

N
Setelah membaca surat-surat Qﬁ_&ﬁlﬂ:mn-dﬂh:mndﬂhm perkara ind. e

<
' L: .

Komisi

lah membaca

lah membaca i lan i

1. M mensTima

L Laporan Dugnan
Pelnnm:e:ﬂp:ln] 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 teckait
P:ngnd.n%Pﬂwﬂjann Pembangunan Gedung HKolam Renang Tahap 0O
K - Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekegaan Umum dan

ang Kabupaten Hulu Sungai Sslatan Sumber Dana APBD
Kabupaten Huli Sungai Selatan Tahun Anggamn 2017 [Hode Lelang
1445282) [Lelang Ulang] yang dilakukan aleh Para Terlapor yang pada
pokoknya sebagai berikut [vide baalketi [.2): seees

11 ldentitas Terlapor - -

1.1.1 Te r [, PT Cah merupakan
badan wsaha yang didinkan berdasarkan Akta Notaris

Momor: 5 mnggal 3 September 1994 yang dibuat oleh

[ ]

praktiknya. Terlapor [OI te=lah mengad: peserta
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung
Frnang Tahap [0 Kecamatan Kandangan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan  Tata Ruang
EKabwupaten Huli Sungai Selatan Sumber Dana APBD
Eabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 17T
[Kode Lelang 1445282 ([Lelang Ulang) (vide bukti B9, C1,
C15 = C1E, T mawnme s mn m e s mm s e o e = e o e -

.
Terapor IV, EKelompok Kerjm EKera \@uﬂ
Pengadasan Kabupaten Hula Sungad ‘_1‘% paada
Pelaksanaan P jaan  Pes Kolam
Brnang Tahap [0 Kecamaian {Pakja LULP}.
merupakan wmnit  layanan 0 jasa yang
dibentuk berdasarkan Surat w:ﬂn Kepala Uit
Layanan Pengadaan K.nl:rup%:l Huhi Sungai Selatan
S . .
Momzar: 04 Tahun Zﬂw diterbitkan pada bulan
. . .

Desember 2016 lt?l’i

.

. Unit

T

an

P e

"Ic ®
Tatsmah, -rr_“:._‘_
Hayoa .*h;:n.
E‘h{‘h\-‘h 551

= Wijsnerin, 5T

Jabatam

] TR0 SO0l T o1 Ewiua

a ST IIIIN 1SAE 1 ket

3 19T FIIAT DOOCTLT 1 C4E Angaoia

198 1 122 SO0ARIE 1 04l A gt

1‘-.\-. W Fadwwddin, 5T RE ke ST T R T Argota

Dalam praktiknya, Terlapor WV telah menyvelsnggarakan
Pengadman Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam
Brnang Tahap 11 Eecamatan HKandangan pada Satwan
Eerja [Mnas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Sumber Dana AFPBD Kabupaten
Huha Sungai Selatan Tabhwun Anggaran 2017 [Kode Lelang
1445287 (Lelang Tlang] (wide bukti BEL, C25]_ s smmms s

Objek Perkara adalah Pengadaan Pekerjaan Pembangunan

Gedung Holam Renang Tahap I Kecamatan EKandangan pada
Satuan Kerja Dinas Pekeaan Umum dan Tata Buang Eabupaten

NS
S
o

a
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Hulu Sungpi Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445283) (Lelang
Ulang] dengan nilai pagn paket sebesar Bpd0.500.000.000,00
|tiga puluh milyar ma ratus juta rupiah) dan nilai harga
perkiraan sementara sebesar Rpl0.496.738.000,00 (2ga puluh
milyar empat ratus semhbilan puluh enam juta mjuh mtus lima
puluh delapan ribu rupiah)].; s ——————————-

Dugnan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomer 5
k
1993 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
=y

Pelaku usaha dilarang bersekangiol dengan pelajl usaha kain
dan/atan pikak yang terkait dengan pcfm\:lQuafu hin ik
mengaiur dan afau meneniukan pemena er sehingga dapat
mgmmwmﬂgupmgm\i%hﬁm P —
. S0 .y
Kronologis tender perkam uquu_'{'ﬂ;‘t diurnikan sehagai berikut:
L.4.1 Pengumuman [ui hi‘lﬂn remms R

1411 MIE tanggal 4 Januari 2017, Terlapar
N ULP mengumumkan Pengadaan

_“%berjun Pembangunan Gedung Kolam Renang

@lmp [l Kecamatan Kandangan pada Satuan

& Ketja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Q Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana
;}."' APBD Eabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
{:’:\ Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang

G\ Ulang] melalyi e-procurement pada  website

&

Bahwa dalam pengumuman tersebut, Fakja ULP
menyampaikan informasi tender antara lain

14.12

sebagai berilut: ssessssennssensnnnnss s snnessn s sman

w Mymibki kimampuan memyvediskan penonl g de pendulang, dmgan
kualifikasi tmm'm doan st ketnmpllan soria kemampsan manajenal
sisiial yang disvaratkan dalim dokiime Hang

& Pelie i Bkl Resmampasan untuk menpediakan failicas) peralatan | perkegkapan
yasg diperlukin usbok
datam duktanim lelasg,

ik iy i

b webaais

@ Pefic i ki Ben amipesan Diesar (DY solsesar sebusang S sangnva sama dongan
nilsi total HFS pada pergalaman wshklisfikasi wiima pekerpan (K001

Drkungan dart Bank Pemerminh/ Swasta min r‘"hl dar
3 e

usabarya tidak sedong dibeneikan danfatea dies berdindal umink
iy abics mama perusifaan abim pisitia pen ik sedang calam
minjalani snks pidan, ' L

..f

w b km surat stwan porusshaan ylrgwmm dan
m'nq-.rn-.'nn:.u idak dalam | pEngawasn pm‘.dlhnda pali kegistan

& Salah saba dan | wian s pengunes d ﬁ@ uzihanya thdak masuk dalam
dadiar Bisam ah

& Memi Bkl Sert@ilsd 150 W] m-}lﬁ M.imhrmn Mt 150 1400
200 (Sewern Manapemen il dan OHSAS TE0M : 307 {Seom
Manajemsen Bisvhatan dan Fgeelimitan Kerja (K30 untul oy di juss -
klasifikasi miama SBUTE po .

=
-.f o

1.4.2 Pcndnﬂ.l;}dnn Downioad Dolumen Pengadaan (wide

Qﬁ\
S

S
,..\"'\

b ﬂbl{im ......................................................

Q\fl Bahwa Pokja ULP memberikan kesempatan
‘\ kepada calon peserta tender untuk mengunduh
(dounload) dokoumen pengadaan ssjak tanggal 4
Januari 20017 pukul 23.00 sampai dengan
tanggal 11 Jarar 2017 pukul 16.00; «-eeeeeeee

1422 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat
17 [mguh belas) perusahaan yang mengunduh
atau melalukan  pendaftaran  tender secarn

elektronik dengan perincian sebagai berikut: -

Buinlir Lidioryg : LA

Plama Lelang : Pembaegunmn Cedung Kalam Benang Tahap 1l

(Lilan Ulang) Konsmutan Kandisyge
gy ¢ LFSE Kabupstm Hulu Sungs Selatan.
Wi : Pemerinmh Daesh Kibupaion Hule Sungi
Sdatan
Suwnkirh  : D Peberean Usum dis Tita Ruang
Kabvapten Hiilu Suiggad Selitan
Kusgori e Kenstribs.
Mede 1 Fasca Kosalifhaat 5ot Fle. Sitem G
Taum Anggaran ¢ amDamy { LT
Wild Pagn Paket kp 0w N
Nilsi HFS Paket Bp. MLORTHN, h;\, """"""
i.'..'.E.'nirIf"""""""""Lﬁl?“ """"""
. CaraPembayan 1 Haa r:-:t:l-S.-HTl.'n-n-.,,;?\""J """""""
- Pumbstanan Tban, ¢ Tah T-’T@ """""""""
Anggaran A
- Gunber Fodanaas  AQobghelan Tunggal

Enall flkasi Llsaha rh I'em-dwn Fann Kl
_____..--_.__.\3- ___________________________
Lkasi Pelarrpos % |»} Kivarmatan Kanclangan - Huls Senged Selatan
A4 (Kb

[ _-:\.,h ________________________________
Syaral Kuali Kl
.~
s Tida H'krwqhn pijik taun teraklee semibki KFWF din telab

keiew af iham perpapakan babun 5305 (5T Tahanan)

whih paling sodikit | (i) pelerjm H.blﬁ Funln.i.i |.l-.|
strukai dalam kungn wakiu 4 fempat) tshun kt ik di i

! pemerinish maapan swets tameuk pengalaman subkonirak, hecuall h.ng.l

perusahans vang bas berdin kurang dari 3 (6ga) ladiiii.
Mo Pertmabasn Tanggsl Daftar
L PT Resky Sefia A badi 5 lanuary 2007 0915
3V Growk Inbemidia Comsullant T lanuary 2007 08 2%
3 PTSunber Enengi Mulia 7 lenuary 207 1613
4 PTCshayabikmah Jayapraisms B lanuary 2017 0406

W Lima Utarma Jaya
PT Karya Kandagan Masional
PT Aya lava Karym

OV Al Madinah

8 OV Probisnis Teknik

10 OV Alk=al fays Lestici

1l PT Dt Ml Bomen

B lanuary 2017 17.41
B lanuany 2072230

9 lanuary 207 L0L10

9 lanuary 207 1114

9 lanuary 2007 LE.00

9 lanuary 27 1R K,
10 anuany 200

= oW

12 PT Charia BerwfitUtama 1] anuany
13 OV Tamare Nsantara 110] it 29 T 1605
14 OV Bewloat Tagpws :|u] (5T 23 05
15 PT Jarsn Frima Abadi uazy 200 7 06000

16 T Tri Raxakindn wany 2007 1104
17 PTD-;lnpmM.wlmcr'n:-Dm ,jq&‘].muymnlsm

"

1.4.3 Pemberian Penjelasan (vide bgfieti C1, C5) =seerommmsmmne
B
Bahwa Pokja U ,:m}hf_lnu.nk.m rapat penjelasan

faanzifEing) secara pada tanggal & Janwari 2017
sl i prakkoel D&Q’!.'meﬂ.l dengan pulkoual 11000, e sm

144 ulun@md’) Dokumen Penawaran. {wéde bukt C1,

,‘,\. .......................................................
|.+.a§\ ‘Bahwa Pokja ULP menctapkan jangka waltu
St

. Q' prmasukan  (uplood] dolumen  penawaran

. N peserta tender adalah sejak tanggal 7 Januars
ey

" 2017 pukul 09:00 sampai dengan tanggal 12

Jamuari 2007 pulol 15:00; «ceessmssmmmsn s an s

1.4.4.2 Bahwa hingga batas wakiu pemasukan fupdoad]

dokumen penawaran tersebut, POKJA hanya

meneTima a [REga] perusahaan Vang
memasukkan dokumen penawaran yait: e
N Frrusahaan Tanggal Pemasikan
T PTDang Ingsun bl 12 Jamumry 2007 1111
1 PTCshayatsk=ab |ayagratama 12 fammary HHT 1213
3 PTHarya Ksdangen Nasoal 12 fammry T 1238




145  Pembukaan Dokumen Penawaran [vide bukti C1, C5, C7,
T o

14.5.1 Bahwa Pokja ULP melakukan pembukaan
dokumen penawaran peserta tender pada

tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:0] sampai

1452 dahwa berdasarkan pembukaan dokumen

penawaman  tersebut  diketahui Lwn
penawamn peserta sebagai t “_R\
L Ferusabun ﬁh.l ol

T PT Diang Ingeun Masda N, Dawnm
1 PTCaualdheab ayagraama ,ﬁ.‘_\ HTOBI0
1 rvrx.,.w.-d-,..m.._l G v 0 R

{:\

ldf  Evaluasi Dokumen Pemﬂq, 0 PR —

1461 Era]uuLg@ T T ———
Bahwa - tahap ini, evaluasi dilakukan

[ sawmax

S Fosafa Hasil Evalasi
1 FT Eamva Kandargen MNamnonsl TibaK LLILLIS, fosrwrm:
Tuimk T rTaT Aty EW -
yang dala
F ticks
F I =
Dnftar Pecalmian  Utsma,  Meioo
L
F i Tmkm
Semtiffemi 1500 WEOMFLZHEIH,  CHESS
LECOL @ JMIT, EO 1800 =0
Semum mumst dulkangmn dan brow
merin FRCEE
___________________________________ L,
2z PTC LALLE =
________________________________ = e -
3 PT Denng ngeon Mandin TIOAK LULLIS, nriimhe
Tidmic ta  Eymat-myvar
dala
dedoumen PESAWTE RN H tics
e L Jmctaral Wl
Sersiffient SO SO0
F 130G - 3007, X
N 4, Sermras musst dulcangg
mTra BRESR
J‘\__'
[
=5
L4.6.2 Ewahasi tﬁ\,‘.’ ...................................
Bahwa _ tahap i, evaluas: hanya

wuﬂiaﬂnp dokumen penawaran yvang

dmﬁ-il.:.-k.n.rl hi per an administrasi

'flh'h.u tmhap ewmluasi administrasi). Adapun

..Q,,*E.h_-ul evabeasi telnis adalah sebagai  berilut

=
terhadag data administrmsi yang disampadan Q‘L (eide Bukti ©1, C5, CR0): oo
ﬂ"‘ pesertn  tender dan  evaluasi  hanya ;:\ Pesaria Hasil Evakasi
ﬁ terhadap halhal yang tidak dindai > 7T prmmon Lurs
o ¢t penilsian lualifkasi. Adapun hasil
\Z_,\ e st p i P TR
Q eviluasi  administrasi  techadap  dakumen
. . Babhwa sebhelum svaluasi harga dilakukan, Polga
x'\ penawaman peserta adalah sebagai berikut {vide o ; ]
i Y . ULP melakukan koreks: aritmatik. Adapun hasil
...,b bukti C1, €5, C19]: semessessansmssssmssnssssssnasses evaluasi harga terhadap dokumen penawaran
-.S:“ peserta adalah sebagai berikut (wvide buks C1,
C5, OB oo
|
SALINAN
P Fanwwann Fiaadi
Fessta e T':";h' Evalusi

PT Cabapnhicrnh Jymprainma. 30CD00000 M IBSITE00  LULLS

1464 Evahmnsi KUnhfkagi: «oeeeesesscssesssmsne
Bahwa evaluasi formulir isian  Jualifikasi
dilakukan dengan menggunakan metode sistem
gugur. Adapun hasil evaluasi ku.nJﬁ.En 5i
terhadap dakumen loualifleasi Cinalan
uhngu.ibernm:wmnrﬁ-:l.cs\a}........

Poasia xﬂ-hh

PT Cahapahikmah uy prainma ,\“‘-,:_\} LS
ANaZ
147 Penetapan Pemenang .e.“b-.
Bahwa Ja.num'i 2017, Polga ULP
mrmtlpka.ndnn umkan pemenang tender, yaitu
[Mg'bukuﬂlﬂﬁ:tjm_
&
........... oy
] — \1:'\."5' R 30,196,273 3,00
e Y
-r o
. ;ﬂ\ FAKTA,/ TEMUAN LAIN

pat Kesamann Alamat Pengurus Perusahaan dan Pemegang

Q\SI}JI.TII antar Para Tedapor sssssssrmmssmssm s cmm s s s s e

I\: 151 Bahwa dokumen data pengurus perusahaan  dan
pemegang saham peserta tender yang memasukkan
dokumen penawaran diperoleh fakta sebagai berilout (vide

T m—————————————————————

1) FT Cahayahikmah Jayapratama cade ok Chj: seees

R [ Py [FEE T ETRvS

H Adul ik

N Kapah BT ol
or‘h'\pl.r Kab run.wl-u.u.

e Eamih Teasgehi ET  0d/Fn

Fosr B v, Kby | 1a B Feadzen Wictwr Viane 35

B, Kusdimah :".d_“ h:d.l‘;‘.;' e s Dhivtiur ap
NG
3 PT Earya Kandangan Masicnal |edde \j
[T T [shatan bm
Deddy Kamaiudia ::.-'mu.vl-’m’|L m:l}.; |w1n€¢" v
Eandsngen & )

. En K . Ik e
En. Kesshatan

Bnia

HAliian Moo o Ubama L

IA'.-I:I-EH-- |_

3 FT ME]@QQM:n jwide Bukt CLE); —nmmnemee

\-\.'\'
............ 1_':}.___....___....___...-..---....-...._.
12y Febials _,.g'llh: e P Mrmians s
[ - e —
? Jin A Yani Koo, Esdangan  Devkiur Usas 0%

Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka terbukti bahwa
terdapat kesamaan alamat penguresan perusahaan dan
pemegang saham yang menjadi peserta tender dalam
perkara o guo atas nama Hj. Ruesdinah sebagai Dereloor
FT Cahsyahilkkmah Jayapmatama (Terlapor 1), Alfian Noor
sehagai Direlkoiur Utama FT Karya Eandanganm Nassonal
[Terlapor 1) dan Elda Febiola Saputri sebagai Komisaris
FT Dhang Ingsun Mandini [Teclapor [0 dengan alamat
yang sama yaitu di Jalan Kesehatan Moo 45 Kandangan,
Eabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Ealimantan

Selat@in. ssssssssssssssssssssssEEsssEEs s e s EEE s EEE R ERE R ER R EE
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1.6,  Tentang Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaman Para

Terdapar ==
Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa
terdapat kesamaan metadata berupa 1P Address yang
digunakan aleh PT Cahayahikmah Jayapratama {Terlapar
[), PT Karya Eandangan Nasional (Terlapar 1), dan FT
Dang Ingsun Mandini (Terlapar OI}; «=
Bahwa kesamaan tersebut dapat dilihat pi.ﬂ.n,.itb:l
berikut fvide bulti C8, C13, C17): '\Q..

162

Peserta Log In | IF Adden

IT Cahambikmah Joapratams 11 Jdasvaan 1017 1442

) J.lnuln.ﬁllh"ﬁﬂ 78903
N

E;Wmn P T YT

MIT I-H IR

"V Karya Kandsngen Rewonal | 11 Jemoan 2017 2006

T TR

11Jmnm1?.ﬁuﬂ
IL

PT Duang ingeun Mandri

Terdapat Kesamaan Metnd.eQ:lnha.nuu antara Terapor | dan
Terhpnrﬂ] ............!I.\.'l...............................................

17

1.7.1 Eahwnhthuk.mahihqu: ditemukan fakia bahwa

te ,ﬁumi.n.u uratan metede pelaksanaan pada

i penawaran  yang disampaikan  aleh  PT

P yahikmah Jayapratama (Terlapar 1) dan PT Diang
$hmn Mundiri (Terlapor I); -«esssemsnsensssssmssnnssssnssses
©
{ O

Bahwa kesamaan tersebut terdapat pada uraian metode
pelaksanaan kedua Tedapor tersebut yaitu pada bagian
judul *syarat-syarat umum teknis pekegaan site hingga
peraturan penutup” pada dolumen penawaran PT Diang
Ingsun Mandiri (Terlapor 1) dan pada bagian judul
*syarat-syarat umum teknis pekerjann struktur hingga
peraturan  penutup” pada dokumen penawaran  FT
f-‘-'lharalumnh Jmpmtﬂm [Tﬂhpw I| yang terdapat

[sauman ]

FT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapos ), PT Karya
Kandangan Masional (Terlapor I dan PT Diang [ngsun
Mandiri [Terlapor lI[) merupakan perusahaam keluanga. -
Berdasarkan pengakuan Para Terlapor dikstahui bahwa
FT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I}, PT Karya
Eandangan Masional (Terlapor I dan PT Diang Ingsun
Mandiri (Tefdapor I} yang memasukkan dokumen
penawmran  adalah dalam sate kesatuan  peno
keluargm. Bahkan sebenamya PT Earya ¥
Hasional [Terlapor I}, dan PFT Dkang I
[Terlapor 1II] merepakan perusahaan
[meati  suri) staf - staf Cahayahilcmah
Jayapratama  (Terlapar 1) sehe
staf PT Karra Handangan i
Dhang Ingsun Mandin (T

Penentuan Hnrg;Pennuﬁn"PmTerhpur e L

1.9.1

dimana

Berdasarkan pen ;:Jhra Terlapor diketahui bahwa
harga :|:\-m:|.n.'n\.-lL . FT Cahayahikmah . Jayvapratama
[Teslapar 1), “PT ‘Karya Kandangan Masicnal [Terlapor ),
dan PT nbpg Ingsun Marnsdiri (Terlapor [ ditentukan
pu.tullmn alsh Hj. Rusdinah selalon Direktur
é.u pemilik PT Cohayahikmah Joyoprotama
il’]ﬁpﬂl [| dengan mempertimbangkan harga - harga
\:\\tnhm bangunan Jdar par SURERET. =ssesss s s o
@3 Tempat Peryusunan Dolumen Penawaran Para Terlapor
:I Berdasarkan pengalkuan Para Terlapor diketahui bahwa
penyusuman  dokumen penawaran PT  Cahayahikmah
Jayapratama [Terlapor [}, PT Karya Eandangan Nassonal
[Terlapor 1), dan PT Dhang Ingsun Mandin [Tedapar 100)
dilakukan di tempat yang sama yaitu <i Kantor PT
Cahayahikmah Jayapratama [Terlapor [j. seeeeseesmm o
Bahwa permusunan dokumen penawaran ketiga peserta
tender tersebut dilakukan bersama-sama di tempat yang

sama dengan pembagian MIgas mMasing-MASINE. ==

1.8

19

FT Cahayahikenzh Jayapraiasna PT Dizng Ingsus Mandiel
{Teslapor 1) {Teslapoe I}
halamam 168 - 188 halaman 245 - 256
Terdapat Kesamaan Hari Penyampaian (Uplead) Dokumen

Penawaran Para Terlapar -sseesesesmssssssesmsnssmsams snsmsns smnsnes

1.8.1 Bahwa berdasarkan pengumuman dan n
pengadaan  diketahui babhwa Pokja ’
kesempatan  kepada para  peserta m@,‘- umtuk
menvampaikan dokumen penawaran h’i" tanggal T
Januari 2017 sampai dengan M2 Januari 2017
atau dalam huunwnkm.uhmn.ﬁ\ﬁnlm]}ﬂn TP

182 Berdasardkan  alat buln:tl_\\*\:;\i:'ﬁ’lam bahwa BT
Cahayahikmah Ji}'ﬂ.p!i’.w- [Terlapar 0. PT Karya
Eandangan por II), dan PT Diang Ingsun
Mandiri {I‘:rln.pur telah  menyampaikan  |(wpload)
dalumen pemm dengan  waktu wang hampir
bersamaan it.‘l}'bem yaitu sebagai berloat [vide

FOREPE) .
ks ::&i}m.
aﬂ”"""" Tanggal Fengiriman
:}Iﬂrm Milsccird 12 Januar 2007 11:1L
i
N huryahikmab Do pratame 12 Janueri 2007 12:13
"'\\ _____________________________________________________

12 Januar 2007 12:33

Terdapat Pengalouan Para TErlapor s s s s o s e
Bahwa dalam proses penyelidikan dipercieh  fakta  adanya
pengakuan dari Para Terlapor yang pada polkoknya berisi sebagai

1T e P

SALINAN

194 Penyampaian Dokumen Penawaran (Diplogd] e

Berdasarkan pengaluan Para Terlapor diketabhui babhwa
penyampasan  fupload) dokumen  penawaran FT
Cahayahikmah Jayapratama fterlapor [, PFT Karya
Kandangan Masiomal [Terlapor I[), dan PT Diang Ingsun
Mandiri (Terlapor I} dilakukan dilakukan obsh Sdr. Aghal
Wasis, Sdr. M Rizgan Imsyadi dan Sdr. Heryansyah
secara bergantian karena ketiga dolumen  pena
tersebut disusun oleh tim yang sama. Selanj

1_'_‘hbﬂsel:u:l.l.

uter yang

selesai  disusun, pemawaran  ketiga
diupload secam bergantian menggu

sama dengan internet lpeed}'lfindﬂ)nn@------------------
PEMENUHAN UNSUR P‘EI.ANCI@

Bahwa ketentuan Pasal 22 UL Nomer 1999 sebagaimana
telah diubah dalam Putusan . H ah Konstitusi Naomaor
85/ PULI-XIV /20 16 meny 5 ———
u
-mmmﬂa%w:mmmm
den/atau phak g terkal dengan pelokn useha bein wnhk
T P d'nan sehingga
dmpat me@ﬂﬁﬂnﬂ tevjadinga persaingen usaha yang tidak

P

ukan | tene

Se va pemenuhan unsur-unsur  pelanggaran ketentuan
P.%I’ZE Ul MNomor 5 Tabun 1999 tersebut dapat dmraikan
agni berikat: «ee-

‘\tv 1.10.1 Unsur Pebakes Usala «se s mmomme sommmmmmamss semns e

Berdasarkan ketentuan Pasal | angka 5 UU Nomaor 5
Tahun 1999 dinyvatakan mengenai pengertian pelaku
usaha dengan definisi sebagni berilowt: «eeee ses e o smm s s
“Setizp onang perovangan atan badan wsaha, bak yang
berbentuk badan hukum atau bukan badon hukum yang
diciiriR dan berkediod uk atan melakukan kegiatar
dalam wilzyah hukum negara Bepublik Indonesia, baik




L
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1.10.3

.\:?\L
A b
)

[ saman ]

menyelenggarakan  berbagal  egioten  wsaha  dalam
Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkam o
guo adalah FT Cahayahikmah Jayapratama selaku
Tedapar | yang merupakan badan usaha sebagaimana
telah diuraikan pada butir 1.1 (ldentitas  Terlapor)
schingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur
Bahwa dalam prakiknya, Terapor | b:li.h njadi
peserta dan  pemenang  bender yang _p.l:'l.l abyek

Atas dasar ketentuan terssbut m
dalam perkara o quo TERPEN]
Unsur Bersekonghol =ssssss t’:‘!“...--...--....-.............

Eahwnynn.gd.nn.ﬂuudé@nbemdmnakp]ndﬂnh
"h'ﬂ;}d.mmum alch peiaoku usaha dengan
pihak [nin o jmsiatf sigpapun don dengan oo
apapn dﬂ#;&myu memenangkan peserin  tender
terteni .

Se berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Naomar 5
1999 dinyatakan babwa unsur “hersekongkol™

but antara lain dapat berupa: sssssssses

Kerja sama antara dua pithak atau lebib; «sses s s
terang terangan
melakukan penyvesuaian dokumen dengan peserta
tender

Secara maupun diam-diam

Membandinglkan dokumen
penyerahan; seoemssmmes s
Mencipiakan paTSaingumn Semu; e s e e
Menyetujui  dan  ataw  memfasilitasi  terjadinya

Tidak menolak melakukan suaty tindakan meskipun
mengetahui  ataw  sepatwinya  mengetabui  bahwa

[eauman ]

Bahwa analisis persckongkolan tersebut diperkousat cleh
keterangan Ahli yang pada pokoknyva juga menyatakan
bahwa tindakan-tindalkan tersebut dapat diketagorikan
schagai persekonghalan [vide bulkti Lidik B15).
Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekonglkol dalam
perkara a gue TERPENUHIL

sebelum

Unsur Pelakuw Usaha Lain.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku F{.‘ha.
lain adalah sama dengan pengertian pel:.l%‘h';
schagaimana telah divraikan pada 1,10 l

Usaha) dimana dalam prakeikooa, pekq._x_,uu.hn lain
terssbut meripakan  pelakn u:nh.n-s%qna turat  abkaaf
melakukan persekongkolan tersel
Bahwa pelaku usaha lain v ud dalam perkara
a guo adalah Terlapor II dan por 1l yang merupakan
badan usaha sehagaimafia telah diusaikan pada butir 1.1
(ldentitas ['ET[J.PDCI{ L&t&.ﬂp secarm mutatis mutandis
penjdnln.n n

qd‘.@u praktiknyn, Terdaper 11 dan Terlapor M
bdnh%dl peserta iender yang menjadi obyek perkara

1.,. ......................

han unsur mi.

- %lwn Terlapor 11 dan Terlapor [0 merupakan pelaku

1.10.4

"\I.‘I.Iﬂh.ﬁ ETS

na dimal

ad pada Pasal 1 angka 5 UL

Maomor 5 Tahun 1900
Atas dasar falda dan analisis tersebut maka unsuarc
pelaku usaha lain dalam perkara @ gus TERPENUHI. ==

Unsur Pihak Lain yvang terkait dengan Pelakon Usaha Lam
Bahwa yang dimaksud dengan pithak lain yang terkmit
dengan pelaku usaha lain dalam perkara @ quo adalah

Terlapar IV VAN meerupakan pihak VRO
menyvelsnggarakan 3 v i a telab dr il
pada butir 1.1 [(Jdensitas Terlapos] schingga secara

:Rma;mmm LAIN)

IS&LIHA_H

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam
rangka memenangkan peserta tender tErbeni; see s
Pemberian kesempatan ekshusif oleh penyelenggara
tender atau pihak terkait secara langsung mawpun
tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti
tender dengan cara melamwman Bukam sssessss e sss s sn e
Bahwa tindakan Terlapor 1, Terlapor Il dan Terlapos IO
terkait fakta adanya kesamaan sebagaimana diuradkan

pada butir 1.5 sampai dengan bautir 1.9 [FAEKTA
LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindalean sama

antara dus pthak atau lebih, secara I‘;emn.g:n
maupun diam-diam melakukan tin nyesUaian
dokumen dengan peserta  lainn -"‘\. mbandingkan
dokumen tender sebelum . menciptakan

persaingan  semau, nt.'l.u memfasilitasi
mﬂ"ll'fﬂ-'l.lf:._

terjadinya persekon| tidalk mencdak melakukan
suatu tindakan mmg::‘t.'lhui. atau sepatatnya
mengetabwi babws tersebut dilakulmn wntuk
mengatur dﬂﬂ‘ﬁuﬂkﬁ. memenangkan peseria fender
terteniu. "J.',_‘“":"l"“"'“'"“"'“"'“"'“'"“"'“'"“"'“'"
Bahwa {r.b.ah.n tersebut  diperkuat  demgan  fakta
MT pengakuan  parm Terlapor  sebagmimana
i pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9

sehingga  tindakam-tindakan

“ " tersebut secara secarn mutatis mutandis menjadi bagian

F

3

vang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan
Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV terkait dengan
adanya kesnmaan sebagaimana diumatkan pada butir 1.5
sampai dengan butir 1.9 (FAKTATEMUAN LAIN) dapat
dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan  ataa
lkesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atan
pihak terkait secara langsung maupun tdak langsung
lkepada pelaku usaha vang mengilcuti tender dengan cara
melawan huloum.

mustatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahlan

gan penj N PEMENUTHEN LIFSLIE DI e o o s e
Berdasarkan alat bk, Terlapor v terbulkti
mengabaikan alasan puguroya Terapor [ dan Terlapar 10
yvang biza dikategorikan tidak me
serins. Dengan abainya Terlapor W tersebut  belah
mengakibatkan Terlapor I'V menjadi tidak memperhatikan
bahwa terdapat bamyak lesamaan yang sangat terang-
terangan terdapat dalam dokumen penaw "-&ll
Terlapor sebagaimana diumaikan pada butic :‘&:npnx
dengan butir 1.9 [FAKTA/TEMUAN LAIN| \1._-‘
Bahwa akibat dar abainya Terlapor
dikategorikan sebagai tindakan REﬂﬂ-zyrﬂ_uul dan
atau  memiasilitasd l.:-:jndmyg..\ an  oleh
penyelenggara tender ke pel;l.ln:u usaha yang
mengiluti tender. —eeee- 1.-;...+—
Berdasarkan ALK diperoleh bukti bahwa
scharusnya  Terla IV tetap dapat mengugurkan
Tedapar [ apn““&rdmr](an dokumen penawaran yang
disampai para peserta tender lainnya  vadtu
"I‘erl;lpn.qt'\td.nn Terlapor 1l terdapar kesamann bahbkan

1%@2“! bukti satu kendali di antara para peserta

gakuti tender tersebut (ide buleti adik B15).
5 dasar fakia dan analisis tersebut maka unsur pthak

N

-\::" lain yang terkait dengan pelaku wsaha lain dalam perkara
i

1.

a gue TERPENLUHI.

10.5 Unsur Mengatur danfatan  Mensntukan Pemenang

Bahwa wang dimaksud dengan mengatur danfatao
menenivkan pemenang tender adalah-
“Ewmn perbuatan para pihak gang terfibar dafam proses
tender secmra bersekonghol  gang bﬂrkhu.ﬂ'l. ik
menyingkirkan pelaku her lain =ch k;
dan/ohau untck [
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2.3,

2.4,

2.6,

1

N

[ samar ]

Bahwa pengaturan dandatau  penenfuan  pemenang
tender tersebut  dilakukan cara  mengikutsertakan
perusabaan pendamping dalam proses tender dengan
dakumen Fang
sebagaimana telah divrailan pada buotir
dengan butir 1.9 [FAEKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara
murtatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan penjelasan pemenuhan unsur i
Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses

tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai | (
mengarahkan, mengatur  dan fata I niukan
pemenang. Hal tersebut dikuatlkan keterangan
Ahli bahwa tindakan fersebut dupef dikategorikan
sebagai mengatur  dangfataua
uudu1mhu1m'1'uijtms;i:-\.}..:‘.‘:.......................
Amas dasar fakta dan p.ﬁp“h::. tersebut maka unsur

mengatur danfata: q\it_-s 1— pemenang tender dalam
perkara a guo TEIIH’U

dipersiaplkan SECArE bersama
1.5 sampai

L

hl‘.l.l]t.‘l.l'l. pemsnang

Unsur Persainggh. tsaha Tidak Schat. orresseecessceeeee

oy )
Berﬂnln.r‘:.é“'ht:nmn Pasal | angka 6 UU Nomaor 5
Tah %ﬂ.i:..:hu_ﬂmn:u...u...--uu-.nu.nuuu-.n-nn

.‘\.t usioha tdak sehat adalah persaingan antar

faku wsaho delom menjolenkan keginton prodeks dan
atgu pemasaran bereng daen jasa pang dilafekon dengan
omra tdak jufur aton melowan hokem atou menghambat
PEFSIEIT MSERE  oe s s e -

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilalukan aleh Para
Tedapor dalam  proses tender tersebut  dapat
dikategorikan  sebagai  tindokan melawan  hukum
dan/atau menghambat persaingan usaha. s
Ams dasar falta dan analisis tersebut maka unsur
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam
perkara a guo TERPENTHI. ssssssssssssssssssnsnssssnnn sonnnans

[oaumar ]

Jayapratama, sedangkan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya
Kandangan Masiomal tidak mememubi syarat dokumen lelang, «see
Bahwa kedwa, saya dan jajaran siaf saya di perusahaan PT
Cahayahikmah Jayapratama sckali tidak mengetahui
dengan adanya Undang-undang Nomaor 5 Tahun 1999 tentang
persammgan usaha.

Bahwa ketiga, sayva dan jajaran staf saya di perusahaan PT
Cahayahikmah Jayapratama, sama sekali tidak men“nq{mi.
bahwa apa yang kami lakukan tersebut m:mpul%\b'ﬂnm
pelanggaran terhadap UU Nomor 5§ Tabun 1999, ---q‘-\:\;.;h --------
Bahwa keempat, sayn dan jajaran staf saya dmri.luh.nm FT
Cahayahikmah Jayapratama Tegita jupl FT Diang
Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandan ional sama sekali
tidak ada niat uniuk memugikan I.‘I‘.I-.ID\\ J"{uh.'kﬂn perusahaan
saya schutkan di bagian

r

lain, mum: karcna alasan vang

pertama i atas. = ese e

o Sl
Bahwa kelima, mohan jn_d&rﬂm‘hnng:n pula babwa niat dan
semangat kami m:ug:%mn melaksanakan paket pelerjaan mi
adalah wniuk :h.lt-u%:h:mrnhu.u bagi dacrah Kabupaien Hulu

S‘ungn:iSell\_ menghadapt gelaran Pekan Olah Raga
(Porprav) Ka Selatan, dimana Kabupaten Hulu Sungai
S:hmﬁén{pnhu tuan rumah, sehingga dalam melaksanakan
pelu.__ ! terssbut kami melaksanakannya dengan bersumngguh-

:Lmaa.lh dan hasilnyn pun dapat dilibat dengan selesainyn
rjaan  tersebut sesuai dengan wakiu yang diteniukan. Dan
perbuatan yang merugikan kewangan negara seperti mark wp atan
menggunakan bahan di bawah spesifikasi yvang ditentukan wmntoak
mendapatikan keuntungan yang sebesar-besarnya,  ditambah
meskipun, adanya temuan BPK yang menurut kami sifatnya
teknis, semua denda yang dibebankan kepada kami yang
jumlahmya cukup besar, ielah kami peouhi dan bayar
seluruhnya. Hal demildan karena kembali lagl niat kami dalam
melnksanakan pekerjaan tersebut adalah untuk kepentingan

1L

terhadap Laporan Dug;n.n.n\‘u
berilast jvide hqﬂmTltl‘:'§

2.1

2

i

Atms dasar fakta dan analisis tersebut maka disimpulkan bahwa
selumuh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang BMomaor 5
Tahun 1999 telah TERPENUHI. =eseesessese e s s s s e

Dalam rangka mendukung dugasn pelanggaran ini, bersama ini
disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa
sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkam a
namun tidak terbatas sebagai berikut: e .

pmitu

1
2
3

Salcsi Heriyansyah - Kalimantan S=latan; \“:‘;  IN—

Saksi Gunawan Suprivanto, S.E.—Knli.muz@_ﬁdnm;
O

Salcsi Aris Mundandar - Jakarta Seln.t."‘fa e LT P LS R
Cd

Salsi A Rafli Mulhtar - Kalimant; ﬁ.‘ﬁn;
L1

Ahli Muhammad Fajuri - J
-
Ahli br. Teguh Pm:qn,@lﬂ- Tebet, Jakarta Selatarn. -«

4
5) |okam; ssesrnssnnmn s e

6

2. Menimbang babwa Majelis Bamisi menerima Tanggapan Terlaper 1

an yang pada pokoknva sebagai

"
Bahwa m&-‘h, Rusdinah selaku Direltur Utama  PT
Cahay Jayapratama  terhadap Laporan  Dugaan
Ppln@nnpuuzzuun“urshhm 1999, nmemnran

2, \h'-n. pertama, alasan perusahaan saya, FT Cahayahikmah
':I ayapraiama bersama sama dengan PT Daang Ingsun Mandiri dan

&v PT Karya Kandangan Masional, mengilouati lelang paket pekerjaan

tersebut adalah mumi karena pemahaman kami bahwa suatu
lelang untuk dapat dilanjuilan ke tahap selanuinya atau dengan
kata lain agar lelang tersebut tidak menjadi batal adalah minimal
pesertanyn harus 3 (tiga) peserta sesuni dengan doloumen kelang
vang ada, terlebdh pada lelang pertama uniuk paket pekecjaan
yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada
peserta vang mengilutinga.  Mesldpun  kami  tabu bahwa
perusahaan vang memenuhi syarat hanva PT Cahayahilkmah

SALINAN

Kabupaten Huli Sungai Selatan dalam menghadapi gelaran
Pekan Olah Raga (Porprov) Kalimantan Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai S=laton menjadi tean mumah, seesseessoe

dimana
2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memchon
kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan
perusahaan sava dari hukuman atas perbuatan yang tidak lkami
ketahui babwa rhu merupakan pelanggaran, dan jikalau memang
hares dihukum  dengan denda  admmistratif, kami

diberikan hukuman denda admnistratif yvang seringan-ri X

£

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima hnﬂfmr o
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pnlmh1.{ i berikut

1]
&

[
3.1. Bahwa Jawaban H. .uEmeydﬂmn@mnum PT Karya
- =
Kandangan Nasional terhadap lnpnr_‘@g:nu Pelanggaran Pasal
-
3.2 Bahwa pertama, alasan mbhan saya PT Karya Kandangan

HNasional, mengikuti pekerjaan tersebut adalah untuk
mendampingi FT Cﬂ%-hlkm:h Jayapratama dengan  tujuan

mengantisipasi ?l{;:‘meughmda.n hanya PT Cahayahilemah
Jayapratama menjadi  peserta kelang, karena  kami
T 1 |satu) peserta yang mengikuti lelang

mala élgng tersebus akan menjadi batal, dengan kata lain suatn
]ﬂa&‘\gnmk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan agar

tersebut tilak menjadi batal maka minimal pesertanya

3 [tigan) peserta, terbebih pada lelang pertama untuk pakes
pekerjaan yang sama, kelang pertama tersebut batal karena tidak
ada peserta yang mengloatmyas, meskipun kam: tahu bahwa PT
Karya Eandangan MNasional tidak memenohi syarat dokumen
lefang, karena FT Karya Eandangan Nasional tidak memiliki sub
hidang yang sesuni dengan sub bidang yang disyaratkan dalam

\1&:}

3.3. Bahwa kedua, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan

Nasional, sama sekali tidak mengetabui babwa apa yang kami



SALINAN

lalukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap UU
Nomor 5 Tahun 19949,

Bahwa ketiga, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Eandangan
Nasional sama sekali tidak mengetalui dengan adanya UU Namar
5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. =—eessseessme s o ———

A, &3

3.5, Bahwa keempat, saya dan jajaran staf saya di PT Karya

Kandangan MNastonal sama sekali tidak ada niat untuk meregikan
atau menjatuhkan perusahaan lain, mumni karena alasan

telah saya sebutkan di bagian pertama di atas. -----------B;l\--m
B

6. .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas :ln.nlwn
kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk nmmb:kkhn saya dan
perusahaan sayva dari hukuman atas perh ang tidak kami
ketahui bahwa fu merupakan pela.ngm‘?’ﬂhn jikalau memang
harus dihulkum  dengan denda a ffatif, kami mohan

diberikan hukuman d.-eud.n.mlmn.i? i seringan-ringanmya.
_"'4\1-
Menimbang babwa Majelis Komigi)meherima Tanggapan Tedapor [

terhadap Laporan Dugaan Pe vang pada pokcoknya berisikan

4.1, Bahwa mtgg.lpa;'&atﬂ Wasds selaku Direkiur Utama PT Diang
Ingsun i p Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara
Ha. 05, B R
4.2, dapat saya jelaskan alasan perusahaan saya PT

E.E!l'lﬂ Mandiri dan perosahaan PT  Cahayahikmah

.'|.l.nm.'|. dan PT Karya Kandangan Nasional bersama-sama

'Dmﬂl‘l.glh.ll‘.l. tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung
\t" Kolam Renang Tahap 11 Kecamatan Kandangan murni karena
ketidakpahaman kami pada peraturan vang diterapkan pada

tender tersebut, kami hanya memahami bahwa suatu tender atau

ledang alan gagal /batal kalau minimal 3 (tiga) perusahaan tidak
terpenubhi pada saat pembukaan penawaran, karena tender ini
merupakan tender ulang dan kami tidak menghendaki tender ini

[

Sehingga kami berinisiatf memasukkan tiga perusabaan untuk

TOCTRSUI Do CUNG/RTTLL s o e o o 8 o o e o

Bahwa secara syarat dan peraturan yang terfuang dalam
dokumen pelelangan sebenamya yang benar-benar memenuhi
dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut hanya PT
Cahayahikmah Jayapratama  HKarema perusabaan saya atao
Tedapor 1l secara kuwalifikasi sudah gugur sebab kuwalifikasi
perusahaan kami hanya kualifilkasi kecil dan tidak memiliki sub
hidang pelerjnan yang disyaratkan dalam dolumen ]da'd!"\‘\:f.!""“
Bahwa saya dan staf perusahaan saya s X tidak
mengetahui dengan adanya UU Ne. § Tahumh\1999 tentang
persaingan usaha, bahkan mengetahui . Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU] baru ]:-Erl.nma.k'iihl. semenjak adanya
surat panggilan pemeriksaan pendah
Bahwa mehen dijadikan pertimba l'-‘M'"l!nujel.i.l. Eamisi leami tidak
ada niat untuk melakukan tindakes ini dan dapat saya jelaskan
p:muhnmhmi:uti.lti ikatakan tidalk altif lagi karena
semenjak terakhic n 2016 saat mendapatkan pekerjaan
Pembangunan .Jalm-ﬁh.‘ Batang Kulur Tengah - Batang Kulur
Kanan dan %uu—anmxgxuunuuunxm.s;mmmyn
Kabupaten _._.Sun.a,n.i Selatan pada LPSE Kementerian
Pekerj m dan Perumahan Rakyat sampai sekarang tidak
P &mgﬂ]nﬁ:ﬂnpﬂmmﬁn baik itu paket tender mawpun
ﬂwn berdasarkan hal-hal tersebut d fatas saya memchon
kepada Majelis Komis: untuk membebaskan saya dan perusahaan
saya dari hukuman atas perbuatan vang kami tidak ketahui
bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun
19945, jika memang tindakan saya memang harues dihukum
dengan denda adminstratif, agar sekiranva diberikan hukuman
vang seringan-rngannya.

5. Menimbang babwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV
terhadap Laparan Dugaan Pelanggaran yang pada pokeknya berisikan

gagal karena merupakan fasilitas umum yang pertama dan saha-
satunya di daerah kami, dikarenakan pada saat tender terdabulu
tidak ada perusahaan yang menawar pada tender tersebut.

[enman ]

Bahwa LDFP Tim Investigatar ]:lf!ln:.llll.‘E (belum dapat diajulkan ke
persidangan karena

Bahwa proses lelang paket Pekegaan Pembangunan Gedung
Kolam Renang Tahap [ Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Buang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan sumber dana
APED Kabupaten Hula Sungai Selatan, maka secara
mmiduk dan berpedoman pada Peraturan Presiden
Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RO Moo 35 T
Peraturan Presiden RI No. 70 Tabun 201\')

at laporan at&u

ketentuan Pasal 2 ayat (1) huref a yang mnja%.n

Bahwa Peraturan Pn:liﬂ:n \n"mr 54 Tahun 2000 jo Peraturan
Presiden Bl Nao. 70 2012 telah mengatur prosedur yang
harus ditempuh -ﬂkh.“h’l.ybdlﬂ jasa maupun masyarakat yang
a&a indilcasi ataurpun rekayasa  yang
persamgan usaha tkdak schat scehagai

mengetabud

hersmngiactan poling lambar 3 ftiga) had kevja untmk
Friclangan/ Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung,
fambar 5 fimal hord kerio  seteloh  pengumumaen
Pasal 82 ayat (1] Peraturan Presklen No. 70 Tahun 23012
menyataloan-

1} Peserta yang tidak puas 1 B gk
ﬁn&bmmk%p”dﬂpﬂtmﬂwﬁnﬂ;}%hﬂaﬂ
banding kepada  Menterd/ Pimpinan ¥ Kepals
Daerahy Fimpi Institus oau dta prabat  yang

menerima  penugasan untuk W sanggafurn

ing paling lambat 5 &rtq}::'hm': am;'.: antuk

dan paiing lambat 3 (tigal hak kera wntk Pﬂl:h:mgcul
Sederhana/ Seleksi s@mujmnmmun Langsung
setebah diterimarn SEMPPTHAN". e e————
Pasal 117 ayat |1] ) Peraturan Presiden Rl No. 54 Tahun

2010 m“*’-"‘-“‘-“%.u""' ..............................................
il Lu.la.m_&‘@ Pengedin  Barang/Jasa  otan masyarakar
m@nﬂ mdikasi pemyimpangan  prosedur, KEN

Te=rilo ;._r T N NN N T RN RN RS petalcpansmn Pengadaan Bammg. ke Reoerintoh

. b tan ! GUFan  persai pang sehar dapat

. Bagal B1 ayat (1) huruf b dan ayat (2} Peraturmn Presiden No. ._:\ mengaickan pengadin b pemilihan P i

p '::Ii\ 1) Peserta drhan yang dokumen kualiftos 'a\ F ar. .t dimaksud pada agat [
151 yang dinegilkcan, boik secom t ditujukan kepada APFP EKSL/DYT gang bersangkutan

N

sendin moupun Bersama-sama dengan peserta lamnpa
dapst mengajukon sanggahonr secara sermlis opobédo
e mkoan:
b. adonya rekagmsa yang mengokibothan  terimdinga

5.4,

danfatau LEPP, disertail bukti-bukti kuat gang berfosit

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat

persaingan yang bdok sehat; dond atan® seeess s
Surat i cashoar i Hera
ULF daon ditembuskan kepada PPE, PASEPA, dan APIP
Kementerian/ Lembaga, Pemerinta Docrah/ Institusi yang

=2

han

121 jo. Pasal 82 ayat {lj Peraturan Presiden Moo 70 Tahun 3312
dan kententuan Pasal 117 ayat (1) dan (2] Peraturan Presiden Rl
No. 54 Tahun 3010, maka prosedur yvang hams ditempub terkait
adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah-



5.5.

57.

O

5.15.

5.16.

5.7,

S.18.

[ saumax ]

a. Bilamana pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang
harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok
Eera ULP dan ditembuskan kepada PPK, PAJEPA, dan APIP
Pemerintah Dacrah. ==sees s sssssns ses s srn s mes sn sen snmws smsen s wms

b. Jika pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur
vang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding

c. Bilamana pelapor adalah peserta lelang namun :r|:|
sanggah di luar masa sanggah atau pelapor 'bl.llu.nn%phun
peserta lelang maka prosedur yang haros ds
mengajukan pengaduan kepada APIP Pembrintah Dmerah

Bahwa upaya hulkum bilamana

persaingan  tidak sehat  telah “mecara prosadural

sebagaimana diatur dalam P - -\ﬂ.l.'l'l Pasal 82 Peraturan

Presiden Mo. 70 Tahun 2DI§%~I\:§:J 117 Peraturan Presiden Rl

e l‘;"ﬂug;n:.n terjadinya

Nao. 54 Tahun 2014;

Bahwa dengan d.:u'ﬁ‘? setiap  peserta  lelang  maupun
masyarakat  yangs i nl:mulca.n adanya dugaan terjadinya
persaingan hdaa‘hnt harues melalui sanggahan dan sanggahan
banding pengaduan kepada APIP Pemerintah Deerah
se jukan laporan kepada KPPU atau Instansi bhinoya;

Ram‘hph.-myn dalam perkara ini tidak ada satupun sanggahan
:l%ﬂ.tu sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh

lelang maupun masyarakat terkait adanya ndikasi
perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; «ee-
Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar huloum dan fakta-fakta di
atas, terbukti babwa ada tahapan prosedural [prasyarat) yang
wajib  dilahii  teriebih dahulue
dilakukan /dilalui fyaite proses sanggahan, sanggahan banding
dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV
mohan perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara i
untuk menerima ekseps: Terlapor IV yang menvatakan bahwa
“LOP Tim Investigator Premature” dan menolak LDPF Tim

[ samax ]

menpeienggarakan  berbogal  kegintan  usoha  dalam  bidang
CROROMIE e rr s na Err EE R R R R EEERAEEEEAEEEEIEEEEIEEEEGEEEEEEEEEEE
Bahwa secara yurndis, Terlapor [V yang merupakan bagian dar
strulttur organisasi dari pemerintah daerah yang melaksanakan
pelaly usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi. Dengan demiloan terbukts Tedapor IV tidak pat
&
dikategorikan sebagai pelaku usaha - "'{tﬂ"""'
Bahwa Terlapor IV menolak dalil Tim Investigator P nya
yang pada intinga menyatalan Terlapor 1V dﬁqy ;nel.'l.lgg;n:
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sef LOF oya pada
halaman 22 bagian Dugaan Pelanggaran. ﬁ'w----------------------
; L
Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun Q\@eﬁ;mm:
Lk
“Pelofr usoha dilarang bemr_huugh! dengan pihak lon untuk
mengatur dan aboe pemenang tender sehingga

mwmmw uscha tidak sehat ®

Bahwa selanjutmy, M-é.] angka & Undang-Undang Nao. 5 Tahun

“Prrse -Jlﬂl:ml Fonspiresi  usoha adalzh  bemtuk
dilakukan oleh pelaku usaha dengan peloke
dengan  mokswd  untuk  menguosa: pasar

namun  ternyata  tidak

l.lia\ﬁ.'l.hwn Ul Nomar 5 Tahun 199 secara  limitatsl telah
mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang Y"

5.20.

dilakukan cleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan
demildan persekongkolan hanya  dapat

secara  yuridis

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan falkta-fakta di
atas, terbukt secara de jure maupun de focto Tedapor IV
merupakan bagian dari strultur organisasi pemerintah daerah
sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai “pelaku usaha”

59,
5.10.

5.11.

512

514

Q}ebﬂqum Umum dan Tata Buang Tahun Anggaran 2017,

4.

CJ

SALINAN

Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat
diterima. == ena e

Bahwa LDP Tim [nvestigator salah pihak karena Terlapor IV
merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
(Pelaksana Fungs: Ekseloutif) bukan pelaku usaha.

Bahwa Terlapor IV diangkat dan dibentuk berdasarikan SK Kepala
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hublu Zungai Selatan Momos:
0 Tahun 2016 yang diterbitkan pada Bulan Desember 20

Bahwa Pasal | angka & Peraturan Presiden MNo. 70 ‘I‘%\\)ﬂllﬂ

“Unit Layanan Pengadaan pang selanfutnya t ULP adalah
ert orpanisasi K i e ¢ Pemaerintah
Daerah/Institusi yang berfungsi pengodaan
barang/jesa yang bersifar berdin sendirl atmu

mhburpaduunﬂgm'ngsmdmﬁdﬁé"
Bahwa selanjutnya Pasal [1) Peraturan Presiden No. T0
Tahun 2012 meeryatalcar;- - oo em s meses s en s s s s
"1 Pemalihan &Q@!MM dalam ULP dilakickan
MW L
wraian dasar-dasar huloem di atas, terbukti
Terlapar [V merupakan bagian dan Struktar
dari Pemerintah Daerah [pelaksana fungs: eksekutif]
usus bertugas untuk melaksanakan pemilihan/belang
pekerjaan  ohjek perkara pada Satuan Kerja Dinas

Bahwa Tim Investigator yang menarik Terlapor [V sebagai pthak
dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak berdasarkan
huloum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UL Nomar
5 Tahun 1999 yang menymbakans ««mmsemmomsmsses e

“Peloky uscha adolzh setiop orang perorangon aolon bodon
uscha, bak pong berbentuk badan hukum atou bukan badan
hackum  yang didiikan dan berkedudukon  oton melakukan
kegiatan dalam wilayah kukum negara Republic ndonesia, baik

[eamax |

maupun sehagai "pthak lain®™ sshagamana dimakswd Pasal *2
Undang-Undang No. 5 Tabun 1999, Maka cukup beralasan
huloum kiranya Terlapor IV mobon perkenan Majelis Komis: yang
memeriksa perkara ind untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang
menyatakan babhwa “LDP Tim Investigator Premature”™ dan
menolak LDP Tim [nvestigator atau setidak-tidaknya menyatakan
Terdapat KEesamaan Alamat Pengurus Perusahaan dan
5.21.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nao DrisPL-
TR/ PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal (4 j:.l'lﬁ!ﬂ_}-'bﬂl'? untuk

l'pemw.'l.rm dengan 1 jsatu)

i Bab [ =ssssssnsesnse

27.1 Dalam hal

file [sampul) Si
b. 27.1.G Paokja- melakukan svaluasi penawaran
- -

Qi\:ﬂ:i:d,'.;"ﬁﬁZIZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIII

d. evaluasi kualiflasd.

e
HQ} c. 274.a ewaluasi terhadap data administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
smat penilainn KUalifikasi; =sss=rssssesemse s ss————
d. 27 4.e. apabila hanya ada 1 [satu) atau 2 (dua)
peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka esvaliasi tetap dilanjutkan dengan evaloasi

e 275A . evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta
yang memenuhl persyaraian administrasi;



|s.u.|:|u!¢|

£ 291 evaluasi kualiikas: diakukan terhadap calon
pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1

dan 2 [apabils ada); - -—————— e e e

g 292 ewmluasi foroulir ssian koalifkasi dilakukan
dengan menggunakan metode sistem gugur; ==s=esse

5212 Berdasarkan uraian  pada butir a sampai  dengan
butir g diatas, bahwa: ===

. P— =%

a Peserta  lelang yang din keam ) -
admin strasi adalah PT. Cahaya \\;h:nn.h
Jayapratama, sedangkan peseria %w
FEUBELLT w-vm m w mm o m c mm t  tem m

b. Hanya PT. Cahaya Hikmah .. »: memesnuhi
persyaratan administrasi sohég tetap dilanjutkan
ke evaluasi telnis:; .....L.I:Q:\u............................

c. Sehingga evaluasi va dilakukan pada PT. Cahaya
Hikmah Jaya; dan 2 [dua) peserta yvang gugur
pada tahagp i administrasi txdak lagi dicvahiasi;

=)

. E‘vn}unliﬁ:“]g\hj-n dilakukan terhadap peseria yang
Inxlbues tahap ewvabeasi schelumnya, yaitu PT.
C% Hikmah . Jayapratama schingga kaitannya

identirtas  pengurus peresahbaan hanoya

Qdiﬁ‘lﬂl‘uﬂl pada FT. Cahaya hikmah Jayapratama

o -_:\ sedangkan pada dua peserta lammma tidak dievalaiasi
@' sehingga Pokja tidak mengetahui adanya ke an
)

alamat pemegang saham dan pengurus  masing-

. Evaluasi terbadap pengunos perusahaan dilakukan
pada tahap Evabeasi Kuabiifikasi termasuk
didalamnya memperbandimgkan dengan perusahaan
peserta lain (apabdla peseria yang disvaluas: di tahap
imd Jebih dori 1 [sain]; sescessssesssses s seseese e

£ Ewalias: Pengurus Perosahaan Hanya Wajib terhadap
PT. Cakaya Hikmah Jayaprat@ima; === ee e s———

d. Polga ULF hanya schagai user / pengguna aplikasi
SPSE yang disclenggarakan LPSE, schingga segala
kendala terkant aplikasi SPSE harus disampailan ke
LPSE. Juga Pokjn ULF tidak diberikan menu dalam
aplikasi untuk melakukan monitor terhadap 1P
Address pesertn lelamg, «=essesessrnsssen e s s ss wen s s
e. Perihal kesamaan metadata, Pekga tidak dapat dan
atau tidak memiliki akses dan kemampuan ter
metadata file penawaran sehoruh peserta. ---'I‘n\‘:\h...
523 Terdapat Kesamaan Metode Pelaksanaan Antara W
Terlapar [l; seeeesesessssosemssssesesmsseessmss e oe Sgeach.
5.23.1 Berdasarkan Dokumen PEDMHH-@JL’ OlafDisPU-
TR/ PGER-I1 /Pokja-2017 Tanggal Eﬁ}num 2017 untuk
Pengadaan Pembangunan Ga@ﬁhm Renang Tahap
i L
I Eec. Kandangamn: '"'":-%b----
R 27.5 A evalunm \&l dilakukan terhadap peserta
yang memenuhi yaratan administrasi; s

5232 PBerdasarkan u%hpmlnhuhrndl. atas, bahom: =

Selu.n% evaluasi  teknis  (termasuk  metode

j hanya dilakukan pada PT. Cahaya
Qv ah Jayapratama dan 2 [dwa) peserta yang gugur

pada tahap evaluasi administrasi tidak lagi dievaluasi;
Th.&nmdenﬁhm?nhjnﬁdnkmhmhgiﬁh

\:\' penawaran teknis  selain FT. Cahaya Hikmah

'a Jayapratama termasuk metode pelaksanaan, seeeeseee
XI. Terdapat Hesamaan Hari Penyampaian (Uplbad) Dokumen
Penawmran antar Para Terlapor; ===sessssees s sssen s smn s s sen s sses

5.24.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomaor OlafDisPU-
TR/ PGER-II/Pokja-2017 Tanggal (4 januari 2017 untuk
L T S ——

[sacmav ]

5.22. Terdapat Kesamaan Metadata pads Deolumen Penawaran antar
o

5221 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomaor OlafDdisPU-
TR PGER-II /Pakja-2017 tanggal 04 jarmarci 2007 untuk
Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap
L T Tt —
a Babk 1B, dalam dokumen ini dipergunakan

L' .
Pokja ULP : KEelompok Kerga ULP yang; ngsi
umntuk melaksanakan Pemi e i
Barang/ Jasg; s s s e e

LPSE : Layanan Pengadaan S?E&\Hmm

unit  kesjm  E/LSDJI "'{’E dibentuk  untuk

menyelenggarakan  sis layanan Pengadaan

Barang/Jasa umathk.uh ..........................

perangkat lunak Sistem
Ftn.g;l.d.nm Semr Elektmomik [SPSE] berbasis wed

mm@kﬂ:mrlﬁ&;:ngdapmdm:

E Bl%&ﬂﬂﬂﬁz terhadap fle penawaran yang tdak

dibuka jdideskripsi), Polga ULF menyampaikan

- file penawaran fterscbut  kepada  LPSE  untuk

-\;:\ mendapat keterangan bahwa file yang bersangloutan

{Sb- tidak dapat dibuka dan bila dianggap pertu LPSE
O

dapat menyampazkan file peoawaran tersebut kepada

1

5.22 2 PBerdasarkan urasan pada butir & dan butir
bahwa: sssssrssssrasassasnseasssrassssnassnnsnEnasrEn s s na s wn mnnnn

a Pokja ULP sebagai pelaksans Pemilihan Penyedia
BarnmgflBma; —eeseeesme s e s e e e e e m e

b. LPSE sebagai penyelenggarn SPEE; —eeeeeeemmsmn e

c. Aplikasi SPSE adalah aplikasi yvang diselenggarakan

olieh LPSE; s ssssssrassssasnsnassssnssssnss s nnnsnnsnsnnns s sus

:

a. Bab II, 22_.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran
yang telah disandikon/dienkripsi sesuad wakiu yang
ditetaphnn; =sesesssese e e e e

b. 23.1_&) [Untuk metode 1 |satu) file {(sampul]j: ceeesmne

diatas,

1} Dakumen penawaran disampaikan melahoi fitur
penyampaian penawaran pada aplilkasi SPSE atan
Apendo { Spambodok; -=eesesesm s ————

3| Setelah file penawaran administrasi, in',:d.m
harga dienkrpsi m&hﬂ

3| Peseria mengunggeh  (upload pEnEWAran
administrasi, teknis dan L\‘ vang telah
terenkripsi (".rhs) muﬂ{%—l J}l‘nn.gd.i-b:mphn;.
4] Peserta dapat m file  penawaran
secara berul.ui\_ﬂbdum batas akhir waktu
pem Penawaran. File penawaran
terakhir ;lh.n nggantikan fil= proawamn yang

telah ll%ﬁn sebelumnya. -

5.242 Eerdnln{lﬁhﬁnram pada butir & dan butir b diatas,

bk EEmaEEEEIEEEEIEEEEIEEEEIEEEEIEEEEIEEEEIEEEEIEESETEEEETEs

“"‘v‘?
1alert.n. dapat mengirimkan file peoawaran sesoai
\.\ jadwal wvang telah ditetapkan, sshingga tidak ada
\:"' ketentuan VAnE mengharuskan peserta
G peserts laim; sssesssesse e e s e e s s s s
—
S b. Ketentuan mengenai wakiu pemasukan penawaran
hanya mengatur babwa dokumen penswaran
disampaikan selama jangkn waktn pernyvampaian
doloumen penawaran sehagaimana tercantum dalam
jadwal lelang (Perpres 5420010 Psl T8 ayat [1)); ===

i.25. Tanggapan terhadap Pemenuhan Unsur Pelanggaran sssessssesssses
5251 Unsur Bersslonghol; = e o sn s n s s s s s e
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